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KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
Da!am 

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN 

PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA 

I. PENDAHULUAN 

Umum 

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 

telah menjadi permasalahan dunia yang tidal< nwngenal batas negara, 

juga mcnjadi bahaya glo iJal yang mengancam kehidupan masyaral<at , 
bangsa dan negara di mana saja selain terorisme . Negara-negara maju 

dan Indonesia trkh menjadil<an Narkoha dan terorisme sebagai mus•�h 

dunia yang harus diperangi, dan bagi negara-negara yang tidak scrius 

dalam menanggulangi kcdua masalah terscbut, al<an dipandang 

selJagai penghambat bahkan dipand<-�ng sehagai m usuh yang harus 

d iperan gi JUga. 

Ncgara-ncgara Ascan telah mcnunjukl<an sil<ap yang sama dalam 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba, dengan merumuskan kesepakatan untuk mempercepat 

menjadikan Asean bcbas narl<oba. Untuk mcncapai hal tersebut, oleh 

ACCORD (Asean and China Cooperative Opera tions in Response to 

Dangerous D rugs) . tclah disusun cmpat pilar scbagai pol<ok kegiatan 

sebagai bcrikut : 



1. Sccara proaktif mcmbangkitkan kcsadaran dan mcndorong pcran 

masyaralcat dalam mcnangkal penyalahgunaan dan peredaran 

gclap narka ba. 

2. Mcmbangun kcscpal<atan bcrsama dan bcrtukar pcngalaman 

terbaik dalam upaya pencegahan. 

3. Mempcrtcgas pcncgalcan hukum dan peraturan mclalui kc1jasama 

yang lcbih baik dalam pengawasan dan pcningkatan k•·•jasama 

aparat pcncgak hukum, serta pcninjauan pcmlluatan undang­

undang yang berlaku. 

4. Menghapus pcrscdiaan narkotika gclap 

program-program pcngcmbangan altcrnatil 
pcnanan1an gclap narkotika. 

dengan 
dalan1 

nH·ndorong 

mt'ntbasmi 

Masalah penyalahgunaan dan pcredaran gelap narkoba di 

Indonesia menunjukkan adanya kcccndcrungan yang tcru s mcningkat, 

sudah sangat memprihatinkan dan mcmbahayakan kchidupan 

masyarakat, bangsa dan negara, Indonesia bukan hanya sebagai 

tcmpat transit dalam pcrdagangan dan pcrcdaran gclap narkoba, tetapi 

telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah mc:njadi tcmpat 

untuk produksi gelap narkoba. 

Pencegahan dan pembcrantasan terhadap pcnyalahgunaan dan 

percdaran gclap narkoba di Indonesia, mcmcrlukan upaya sincrgis 

yang komprchcnsip multidin1cnsional, schingga dapat mcncapai hasil 

yang maksimal. Upaya ini dilaksanakan sccm·a bcrtahap, konsistcn, 

dan bcrkclanjutan, hingga mcncapai kondisi Indonesia yang IJebas dari 

pcnyalahgunaan dan pcredaran gelap narkoba selaml•at-lamllatnya 

pad a tahun 2015. 

Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Rl Nomor 5 tal1Un 1997 ten tang l'silwtropika. 

2. Undang-Undang Rl Nomor 22 Tnhun 1997 ten tang N"rkotikn. 



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1 999 Ten lang l'cnydenggaraan 

Negara yang Bcrsih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme. 

4.  Undang-Undang Repu blik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 

Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 

1999-200 4. 

5. Ketetapan MPR Rl Nomor XI MPR 1'.198 Tentang 

Penyelengga.raan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme. 

6. Ketetapan MPR RI Noma IV I MPR / 1999 Ten tang Garis-Garis 

Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1 999- 200 4. 

7. Instruksi Presidcn RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Aku ntabilitas 

Kinerja lnstansi Pcmerintah. 

8. Keputusan Presidcn Nomor 17 Tahun 200 2 tanggal 22 Maret 200 2 

ten tang Badan Narkotika Nasional 

9. Penjelasan tarnbahan Presiden Rl pada Sidang Tahunan 

MPR. tahun 200 I, pad a tanggal 8 Nopember 200 I. 
10 . Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 589 /IX 

1 6 1 99 Ten tang Pedoman Penyusunan Pelaporan ·Akuntabilitas 

Kinerja lnstansi Pcmerintah . 



II. KEPENTINGAN NASIONAL 

Kepentingan Nasional 

Kepentingan nasional alcan terancam oleh bahaya penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkoba karena hal-hal sebagai berikut: 

1 .  Kepentingan nasional yang sangat fundamental adalah 

mewujudkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, 

bebas dan sejahtera. Hal ini tidal< akan tercapai apabila bangsa 

kita tidal< bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba. 

2 .  Ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gdap narkoba 

telah berkembang sangat pesat dan sangat merisaukan serta 

mengguncang kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan 

negara, karena penyalahgunaan dan peredaran gdap narkoba 

telah masuk sampal ke desa-desa dan juga sampai kepada siswa­

siswa sekolah, bahkan murid sekolah dasar dan anal<-anal< 

desapun telah menjadi penyalahguna narkoba, dan hila dibiarkan 

al<an semal<in banyal< siswa yang menjadi penyalahguna narkoba 

yang harus dikeluarkan dari sekolah. 

3. Tingkat masyarakat yang sangat rentan terhadap bahaya 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah pacta usia 

remaja dan pemuda, yang justru menjadi tumpuan harapan masa 

depan bangsa, yang jumlah tidal< kurang dari 40 % jumlah 

penduduk Indonesia (85 juta orang). 

4. Pada umumnya para penyalahguna narkoba mulai memal<ai pada 

usia remaja yaitu antara 1 3- 1 7  tahun sebanyak 97 % clan usia 

termuda adalah 9 tahun. Dampak penyalahgunaan narkoba 

antara lain prestasi sekolah merosot [96%), hu hungan kduarga 



memburuk (93%) , perkelahian dan tindak kekerasan (65,3 %) dan 

kecelakaan lalu lintas (58,7 %) (Hasil penelitian Prof. DR. dr. 

Dadang Hawari tahun 1 990, buku "Konsep Islam memerangi AIDS 

& NAPZA"). 

5. Data kejahatan narkoba yang ditangani Polri selama tiga tahun 

terakhir menunjukkan angka yang cukup besar, yaitu pacta tahun 

1999 (1.833 perkara), meningkat menjadi 3 .478 perkara di tahun 

20 00 (naik 89,74 %), dan pada tahun 200 1 sebanyak 3617 

perkara (naik 4 % ). Pelaku kejahatan narkoba yang ditangkap 

selama tiga tahun terakhir cukup banyak, pacta tahun 1999 

sebanyak 2 .590 orang, tahun 2000 meningkat menjadi 4.955 

orang (naik 91,31 %), dan tahun 200 1 sebanyal< 4.924 orang 

(turun 0,63 %) . 

6. Indonesia bukan Iagi sebagai tempat transit perdagangan dan 

peredaran geiap narkoba, namun telah menjadi daerah pemasaran 

dan bahkan telah menjadi produsen narkoba gelap. Pintu 

masuknya narkoba gelap ke Indonesia semakin banyak 

sehubungan dengan semakin terbukanya jalur transportasi dari 

luar negeri langsung ke kota-kota di Indonesia, baik melalui 

udara maupun !aut .  

7. Sindikat narkoba internasional Ielah mempunyai jaringan di 

banyak negara termasuk Indonesia. Nigerian Crime Enterprise 

telah mempengaruhi sebagian masyaral<at untuk membantu 

mengembangkan kegiatan sindikat tersebut.  IJahkan beberapa 

areal telah menjadi daerah basis kegiatan mereka seperti kawasan 

Kampung Bali , Mangga besar, Tanah Abang dan beberapa tempat 

lainnya. Warga di kawasan tersebut telah menjadikan peredaran 

dan perdagangan gelap narkoba sebagai mata pencaharian pokok 
tnercka. 



8. Jumlah penyalahguna narkoba yang dirawat di tempat-tempat 

terapi dan rehabilitasi yang tcrdatakan, pacta tiga tahun teralchir 

menunjukkan jumlah yang cukup besar. Tahun 1 999 sebanyak 

11.026 orang, tahun 2000 sebanyak 9.043 orang dan tahun 200 1 

sebanyal< 6.748 orang. Angka tersebut bclum dapat menunjukkan 

bcrapa jumlah sebenarnya yang menjadi penyalahguna narkoba di 

Indonesia, dan data tersebut sebagai fenomena gunung es, kecil di 

atas permukaan, tetapi besar di bawah permukaan. 

9. Kegiatan penyediaan, perdagangan dan peredaran narkoba legal 

semakin meningkat, sehubungan dengan semakin tcrhu kanya 

kegiatan perdagangan dunia. Kegiatan ini sangat rentan terhadap 

penyalahgunaan usaha perdagangan dan pen·daran narkoba legal, 

yang dapat mcnimbulkan dan1pal< penyalahgu naan dan pcredaran 

gelap narkoba semal<in meningkat. 

10. Pcrubahan gaya hidup masyarakat Indonesia terutama para 

remaja dan pemuda yang semalcin konsumtif terhadap narkoba, 

merupal<an salah satu falctor meningkatnya penyalahgunaan dan 

percdaran gelap narkoba di Indonesia. Pcmahaman terhadap 

bahaya penyalahgunaan narkoba semakin kurang dihayati dan 

bahkan tertutup oleh bujuk rayu yang menjadikan untuk 

menyalahgunalcan narkoba. 

Dampak dari .m.asalah Narkoba 

Dampak dari masalah narkoba adalah multi dimensi, meliputi: 

1. Dimensi Kesehatan. 

a. Penyalahgunaan narkoba merusakfmenghancurkan 

kcsehatan man usia baik secara jasmani mau pun mental dan 

emosional. 



b. Penyalahgunaan narkoba meru sak susunan syaraf pusat di 

otak, organ-organ lainnya seperti hati, jantung, ginjal, paru­

paru , usus dan lain-lain penyakit komplikasi. 

c .  Penyalahgunaan narkoba, menimbulkan gangguan pada 

perkembangan normal remaja, daya ingat, perasaan, persepsi 

dan kendali diri . 

d. Penyalahgunaaan narkoba merusal< sistem reproduksi, yaitu 

produksi spern1a menurun,  penuru nan hormon testotoren,  

kerusal<an kromoson ,  kelainan sex, keguguran dan lain-lain. 

e .  Penyalahguna narkoba dapat menycbarkan penyal<il AIDS 

melalui pemakaian bersama jaru m suntik, jika yang 

bersangkutan mengidap penyakit AIDS. 

f. Di Amerika Scrikat setiap tahu n ,  ribuan pecandu narkotik 

meninggal al<ibat ovcrdosis. Banyak lagi yang tewas akibat 

AIDS. Menur�t PBB, kira-kira 22% populasi yang positif 

mengidap HIY di dunia adalah pengguna narkotik yang 

menyuntik diri dengan jarum suntik yang tercemar . 

g. Maralmya penggunaan narkotik khususnya oleh generasi 

muda dalam 2-3 tahun belakangan menimbulkan masalah 

yang sama sekali baru dalam bidang p<'nyakit paru 

khususnya infeksi saluran napas bawah . Pccandu narkotik 

dengan suntikan mempunyai resiko kematian 7 kali lebih 

tinggi dari populasi umum pada kelompok umur yang sama. 

Pneumonia pada pengguna narkotik 10 kali lebih sering 

terjadi dibanrlingkan dengan Pneumonia pacta populasi 

UIDUITI. 



2. Dimensi Ekonomi. 

a. Jumlah uang yang dihabiskan untuk konsumsi ilcgal 

narkoba sangat besar, yang hilang percuma. 

b. Menurut suatu studi di USA, ada bayi-bayi yang lahir 

sudah terl<enaj tergantung kepada kokain yang dipakai 

ibunya scwaktu mengandung. Untu k mcrawat bayi 

tcrsebu t dipcrlukan sekitar US$. 125,000 ,-/ ilayi atau Rp. 

1.125.000.000.-jbayi. 

c. Penyalahgunaan narkoba sclain merusak kesehatan 

manusia juga meningkatkan biaya keschata11 yang harus 

dikeluarkan oleh keluarga, masyarakat dan m·gara. 

d. Masyarakat menanggung bcban dan kerugian akibat 

menurunnya produktivitas sumber daya manusia, biaya 

pengobatan medis, harta yang dicuri atau rusak, dan 

kecelakaan. Laporan Departemen Tenaga Kerja AS 

memperhitungkan bahwa penggunaan narkoba di tempat 

ketja merugikan bisnis dan industri. Para penyalahguna 

na.rkoba 3 sjd 4 kaii lebih cenderun�: mengalami 

kecelai<aan kerja. 

e. Berkaitan dengan kejahatan narlwba adalah money 

laundering. Menurut laporan Internasional Monetary Fund 

(IMF) implikasi makro ekonomi dari money laundering 

bahwa Ievel/ tingkat money laundering sangat signifikan 

dalam menentukan currency and money balances dan bisa 

mcmpunyai pengaruh yang nampa!< pada economic growth 

rates. 

f. Selanj utnya menurut IMF konsekwensi makro ekonomi dari 

money laundering adalah : 



1) Kesalahan kebijakan ekonomi, karcna kesalahan 

ukuran/slatistik mal<ro ekonomi yang timbul dari 

money laundering. 

2) Perubahan yang mudah tetjadi dalam nilai tukar uang 

dan tingkat suku bunga karena cross border transfer 

dari dana, yang tidak bisa diantisipasi. 

3) Berkcmbangnya suatu dasar jaminan yang tidal< stabil 

dan struktur aset yang tidak sehat dari lembaga­

lembaga keuangan, yang menciptakan resiko atas 

tetjadinya systemic crisis dan instabilitas moneter. 

4) Akibat buruk kepada pengumpulan pajak dan alokasi 

pengeluaran umum karena laporan tidak bena.r dari 

penghasilan. 

5) Misalokasi dari resources karena distorsi dalam nilai 

aset dan komoditi yang timbul dari money lau ndering. 

6) Efek kontaminasi pada transaksi legal karena adanya 

kemungkinan keterkaitan dengan kejahatan. 

3. Dimensi Sosial dan Pendidikan. 

a. Penyalahgunaan na.rkoba memperburuk kondisi kelua.rga 

yang pada umumnya sudah tidak harmonis. Kelua.rga­

kelua.rga yang penuh masalah akan mempenga.ruhi 

kehidupan di  lingkungan masyarakat. 

b. Untuk membiaya.i ketergantungan kepada na.rkoba 

seorang memerlukan banyal< biaya untuk membeli 

narkoba, sehingga para pecandu mencur.i ,  merampok, 

menipu ,  mengedarkan narkoba bah kan bisa ml'mbunuh 
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untuk mt:ndapatkan uang. Kesemuanya ini merugikan 

masyaral<at. 

c. Para pecandu narlwba, pacta umumnya menjadi orang 

yang asosial, anti sosial dan menimbulkan gangguan 

keamanan dan ketertiban pacta lingkungannya dan 

merugikan masyarakat. 

d. Kerugian di bidang pendidikan juga tt'ljadi clengan 

persentase cukup tinggi, yaitu preMasi sckolah merosot 

96% bagi mereka yang mcnyalahgunakan narkoba, 

sering tidal< masuk sekolah , dan bila eli kclaspun mereka 

tidal< berkonsentrasi belajar dengan hail<. 

c. Para siswa yang penyalahguna , sering mengajak 

teman nya fsiswa lainnya untuk turut memakai narkoba, 

bahkan mereka juga menjadi pt:ngedar narkoba di 

sekolah. 

4. Dimensi Kultural. 

a. Jika penyalahgunaan narkoba dibiarl<an, maka jumlah 

pecandunya akan berkembang dengan pesat dan akan 

meliputi semua lapisan dan golongan masyaral<at. 

Tingkah laku , perilaku dan norma-norma mereka, lama 

kelan1aan akan membudaya menjadi suatu sub kultur. 

b. Jika sudah menjadi sub kultur maka sudah berakar 

disebagian masyarakat dan hisa saja sua1 u saat orang 

bisa mencrima bahwa pemimpinnya, Bupatinya, Kepala 

Polisinya dan tentaranya adalah scorang pecandu. Hal 

tersebut diatas adalah sangat berloahaya bagi 

kelangsur.gan hid up bangsa dan negara. 
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5. Dimensi Keamanan Nasional. 

a. Karena perdagangan gelap narkoba menghasilkan 

banyal< uang, maka hal ini juga digunakan olch para 

pembcrontakjgcral<an separitis untuk mcm biayai tujuan 

politik mereka, dengan uang tersebut mereka bisa 

membeli senjata api ,  amunisi, dan membiayai operasi­

operasi destruksi mereka. 

b. Di Myanmar hasil kejahatan narkoba dipergunal<an 

untuk mcmbiayai pemberontakan Shan Army di bawah 

pimpinan Jenderal Kun Sa. 

c. Di Amerika Sclatan sindikatj kartcl nm koba karena 

mempunyai banyak uang, mampu mcmpunyai tentara 

sendiri (private army) yang dipersenjatai dcngan senjata­

senjata yang canggih yang mampu melawan kekuatan 

senjata militer negara-negara tersebu t. 

d. Di Columbia kartel narkoba mcmpergunal<an taktik­

taktik term·is yang telah membunuh Jal<sa Agungnya, 

berpuluh Hakim dan Polisi. 

e. Hal yang serupa telah juga terjadi eli Aceh,  dimana 

kultivasi gelap dan perdagangan gclap ganja, mclibatkan 

pemberontak. 

6. Dimensi Penegakan Hukum. 

a. Untuk mencegah dan memberantas penyelundupan 

narkoba ke Indonesia tidak gampang mengingat 

panjangnya garis pantai dan ribuan pulau-pulau. 

Sekarang semaldn terbuka jalur transportasi dari luar 

negeri langsung ke beberapa kota di Indonesia baik 
melalui uctm·a maupun !aut. 
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b .  Di indonesia terdapat kultivasi gelap ganja di bebera,pa 

propinsi. Ganja sangat mudah tumbuh di negara kita 

dan biasanya d itanam didaerah hu tan yang sulit 

diketahui  mengingat luasnya dan padatnya hutan-hutan 

kita. 

c. Sejak beberapa tahun lalu, methamphetamine, ecstasy 

dan psikotropika lainnya sudah diproduksi di 

laboratorium gelap, dengan kemampuan dan kapasitas 

produksi yang semakin meningkat. Mendeteksi 

laboratorium gelap tidak mudah ,  karena tidal< 

memerlukan adanya bangunan yang besar dan peralatan 

yang canggih. 

d. Untuk memproduksi narkotika tertentu dan 

psikotropika, digunalmn bahan dasar kimia (prekursor) 

yang biasanya digunakan untuk keperluan industri I 

farmasi. Hal ini sangat menyulitkan untuk pengawasan 

dan pencegahan karena bahan- bahan kimia tersebut 

dipakai secara umum. 

e. Sistem distribusi gelap dari sindikat narkoba, sangat 

tertutup dan luas, memakai sistem sel, dan belj<·njang, 

sehingga sangat sulit untuk nwngetah ui apa lagi 

memperkaral<an orang. orang pl'n ting dari sindikat 

tersebut, mengingat sistem pembuktian dan ancaman 

huku man yang dianut dalam Undang-Undang Rcpublik 

Indonesia masih sangat ringan. 

f. Dalam sistem distribusi legal daripada narkoba tertentu 

yang digunal<an untuk kepentingan kesehatan, terdapat 

kebocoran/ penyelewengan karena tcrdapat kelemahan 

dalam pengendalian dan pengawasannya. 
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g. Money Laundering (pencucian uang haramj mcrupakan 

kegiatan yang berkaitan dengan kejahalan narkoba, 

masih sulit diberantas. Indonesia sudah mcmpunyai 

Undang-Undang tcntang money laundering, namun 

untuk pelaksanaannya masih diperlukan adanya 

peraturan pemerintah. 

h. Walaupun penyalahgunaf pecandu narkoba tidak 

dipandang sebagai penjahat, namun perbuatan 

menyalahgunakan narkoba di klasifikasikan dalam 

Undang-Undang sebagai kejahatan dengan ancaman 

hukuman penjara. Tentu saja hukuman penjara ini 

bukan untuk menyiksa yang bersangkutan, melainkan 

untuk memaksal<an penyalahguna mcnjalani treatment 

dan rebabilitasi, karena nwreka kalau tidak 

disembuhkan akan menyeret rcmajaf pcmudaforang lain 

untuk ikut juga menyalahgunakan narlwba, sehingga 

jumlah penyalahgunaf pecandu makin hari makin 

banyak. sering juga para penyalahguna/pecandu ini 

karena butuh uang untuk beli narkoba mcnjadi pengedar 

narkoba atau berbuat kejal1atan lainnya. Oisisi lain 

kemampuan Pemerintah dan masyarakat untuk 

membangun tempat-tempat treatment dan rehabilitasi 

sangat terbatas. Menangani penyalahguna/ pecandu 

narkoba merupakan tugas aparat pen<·gak hukum, 

karena berlaku hukum supply dan demand. Semakin 

besar demand maka akan meningkatkan usaha-usaha 

supply narkoba, dan penyalahgunaf pecanclu itu sendiri 

adalah pelanggar Undang-Undang narkoba yang tidak 

bisa dibiarkan begitu saja. 



III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

A. Tugas pokok BNN 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, tugas pokok 

Badan Narkotika Nasional adalah : 

1 .  Mcngkoordinasikan instansi pemerinta.h terkalt dalam 

penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang 

ketersediaan, pencegahan dan pembcrantasan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, preku rsor dan zat 

adiktif lainnya. 

2 .  Melal<sanakan penccgahan dan pemberant'lsan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, preku rsor dan zat 

adiktif lainnya dengan membentu k satuan · tugas-satuan tugas 

yang terdiri dari u nsur-unsur instansi Pemerintah 1crkait sesuai 

dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-nu1sing. 

B. Fungsi BNN 

Fungsi Badan Narkotika Nasional adalah : 

1. Pengkoordinasian instansi pcmerintah terkait dalam penyiapan 

dan penyusunan kebijakan dibidang keterscdiaan. pencegahan 

dan pemberantasan penyalahgunaan dan percdaran gelap 

narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lain nya. 

2. Pengkoordinasian instansi pemcrintah terkait dalam pelaksanaan 

kebijal<an di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, 

prckursor dan zat adiktif lainnya scrta pemccahan permasalahan 

dalam pelaksanaan tugas. 
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3. Pengkoordinasian instansi Pemerin tah terkait clalam kegiatan 

pengadaan, pengendalian, dan pengawasan eli iliclang narkotika, 

psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. 

4. Pengoperasian satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur­

unsur Pemcrintah terkait dalam pcncegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, 

prekursor, dan zat adiktif lainnya scsuai dcngan llidang tugas, 

fungsi dan kewenangan masing-masing. 

5. Pemu tusan jaringan percdaran gelap narkotika, psikotropika, 

prekursor dan zat adiktif lainnya melalui satuan tugas-satuan 

tugas. 

6. Pelaltsanaan ke1jasarna nasional, regional dan intcrnasional dalarn 

rangka penanggulangan masalah narkotika, psikotropika, 

prekursor dan zat adiktif lainnya. 

7. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan 

laboratorium narkotilca, psikotropika, prekursor dan zat adiktif 

lainnya. 
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IV. VIS!, MIS!, TUJUAN DAN SASARAN 

Dalam melaksanakan tugasnya, seperti telah d isehu tkan pada 

Bab lil : struktur organisasi serta tugas pokok dan rungsi Badan 

Narkotika Nasional mempunyai visi dan misi sebagai berikut: 

A. Visi dan Misi 

1. Visi BNN 

Terwuj udnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat-zat 

adiktif lainnya (NARKOBA) untuk meningkatkan derajat 

kesehatan sumberdaya manusia Indonesia dan keamanan 

nasional dalam rangka mewujudkan kesejah teraan ral<yat 

2. Misi BNN 

Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam menyusun 

dan melaksanakan kebijakan dibidang ketersediaan, penccgahan 

dan pemberantasan penyalahgunaan dan pcn:riaran gelap 

narkotika, psikotropika, prekursor clan z"t-zat adiktif lainnya 

serta mengoperasionalkan Satuan Tugas-Satuan Tugas melalui 

komu nikasi infonnasi dan edukasi , pcngendalian clan 

pengawasan, penegakan hukum, treatment dan Rehabilitasi serta 

Litbang dan Telmologi Informatika untuk mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang bebas dari pcnyalahgu naan dan 

peredaran gelap Narkoba Tahun 20 1 5. 

B. Tujuan dan Sasaran 

1. Tujuan: 

a. Meningkatkan koordinasi dalam penytisunan kebijaksanaan 

dan pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyalah­

gunaan dan peredaran gelap NARKOBA. 



b. Sosialisasi 

NARKOBA 

peraturan 
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perundang-undangan ten tang 

c. Meningkatkan pendayagunaan potensi dan kemampuan 

masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran 

gelap NARKOBA 

d. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat 

terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap 

NARKOBA. 

e. Meningkatkan Komunikasi , Informasi dan Edukasi untuk 

mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap NARKOBA 

f. Meningkatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada 

korban penyalahgunaan NARKOBA 

g. Meningkatkan penegakan hukum di bidang NARKOB/1. 

h. Meningkatkan kualitas kemampuan Sumber Daya Manusia 

(SDM) 

i .  Meningkatkan dukungan administrasi anggaran, sarana dan 

prasarana. 

2. Sasaran: 

a. Terwujudnya koordinasi dalam penyusunan kebijaksanaan 

dan pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyalah-

gunaan dan peredaran gelap NARKOBA. 

b. Tercapainya pemahaman terhadap peraturan perundang­

undangan tentang NARKOBA 

c.  Tercapainya peningkatan pendayaguaaan potensi dan 

kemampuan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan 

dan peredaran gclap NARKOBA 

d. Tercapainya peningkatan pengetahuan,  sikap dan perilaku 

masyaraJ<at terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba 

e. Tercapainya peningkatan Komunikasi, Jnformasi dan Edukasi 

untuk mengurangi penyalahgunaan dan pen,daran gelap 

NARKOBA. 
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f. Tercapainya pcningkatan pelayanan krapi dan rehal>ilitasi 

kepada korban penyalahgunaan NARKOHA. 

g. Tercapainya peningkatan kualitas penegakan hukum 

dibidang NARKOBA. 

h. Tercapainya peningkatan kualitas kemampuan Sumber Daya 

Manusia (SDM).  

i .  Tercapainya peningkatan dukungan administrasi, anggaran, 

sarana dan prasarana. 
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V. KEBIJAKAN DAN STRATEGI BNN 

A. KEBIJAKAN. 

Menyadari bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 

dapat menimbulkan dampal< yang sangat luas yang meliputi berbagal 

aspek, baik kesejahteraan, ekonomi, sosial, politik dan keamanan, 

mal<a untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika 

Nasional dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkoba, dengan berpedoman bahwa masalah 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoha adalah masalah 

bersama antara pemerintah dan masyarakat, perlu cliletapkan 

kebijal<an BNN sebagai berikut : 

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia. 

Untuk pencegahan dan pembcrantasan pl,nyalahgunaan dan 

peredaran gelap, diperlukan profesionalisme sumberday<t manusia. 

Untuk mcningkatkan kemampuan profcsional tcrsebu 1 per!u 

dilakukan upaya pc1nbinaan dan peningkata11 dcngan mclakukan 

pelatihan dan pendidikan, baik bagi personil Badan Narkotika 

Nasional, aparat pemerintah maupun masyarakat. 

2. Penccgahan. 

Upaya pencegahan dan pemberantasan tcrhadap penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komprehensip 

dan multidimensional, dengan melibatkan herbagai pihak yang 

terkait, baik pemerintah maupun masyarakat. 

3. Sosialisasi. 

Berusaha menghilangkan pandangan lmhwa masalah 

penyalahgunaan dan pererlaran gelap narlmha hukan hanya 

masalah pemerintah saja, tetapi merupakan mas<tl<th yang harus 

ditanggulangi bersama. Dcmikian juga berusaha Jllenghilangkan 
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pandangan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah aib keluarga, 

tetapi dijadikan sebagai musibah nasional. 

4. Koordinasi. 

Pemerintah perlu mdakukan upaya secara terpadu dari semua 

instansi, baik departemen maupun non departemen, perlu memiliki 

komitmen yang sama, serta melakukan upaya secara konsisten dan 

sungguh-sungguh .  

5 .  Kerjasama Internasional. 

Masalah narkoba merupakan tantangan yang bersifat global, oleh 

karena itu perlu ditingkatkan kerjasama regional dan Internasional 

secara lebih intensif, dengan membangun kesepakatan-kesepal<atan 

bersama, baik bilateral maupun multilateral. 

6. Peran Serta Masyarakat. 

Pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkoba dilakukan de.ngan membangun upaya 

pencegahan yang berbasis masyarakat, tenna�uk eli dalamnya 

melalui jalur pendidikan sekolah mau pun luar selwlah, clengan 

menggugah dan mendorong kesadaran, kepl'clulian dan l<e·aktifan 

masyaral<at. 

7. Penegakan Hukum. 

Pelal<sanaan penegal<an hukum harus dilakukan secara tegas, 

konsisten dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang herlal<u. Perlu 

mengusulkan kepada pemerintah dan DPR agar dalam undang­

undang ditetapkan sanksi hukuman minimum bagi para pelaku 

khususnya pengedar dan produsen, disampiag sanksi maksimum, 

serta bagi penyalahguna narkoba diberikan kew:cjiban untuk 

menjalani terapi dan rehabilitasi yang dised iakan oleh pemerintah 
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8. Pelayanan Terapi dan Rehabili tasi. 

Dalam upaya terapi dan rehabilitas i bagi korban penyalahgunaan 

narkoba, selaln menjadi langgung jawab pemerintah, diberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk l>erpartisipasi 

dalam upaya penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi dengan 

berpedoman kepada standarisasi pelayanan tt:rapi dan rehabilitasi 

yang ditentukan. Perlu dibentuk suatu balai penelitian terpadu yang 

berguna untuk penclitian dan pengembangan sistim dan metode 

terapi dan rehabilitasi dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. 

Upaya untuk mencegah menularnya penyakit HlV 1 AIDS dan 

Hepatitis C, sebagai akib at penyalahgu naan narkoba dengan 

menggunakan jarum suntik, leb ih mengutamaknn l<epada u paya 

pencegahan dengan komu nikasi , informasi dan pc:ndidikan kepada 

masyaralcat. 

9.  Komunikasi, lnformasi clan Ecl u kasi. 
Media masa baik elektronik maupun cetak, termasuk kemajuan 

tehnologi internet dan alat komunikasi , yang perlu d imanfaatkan 

semal<simal mungkin dalam memberikan informasi kepada 

masyaralcat secara luas. 

10 . Pengawasan dan Pengendalian. 

Pengawasan dan pengendalian narkoba dan prekursnr le gal perlu 

diperketat dan ditingkatkan untuk me ncegah te rjad inya 

penyalahgunaan dan penyelewengan kc pasaran gdap. 

B. STRATEGI. 

Berdasarkan Kebijakan BNN tersebu t di alas, mal<a Strategi BNN 

dalan1 Pcncegahan dan pemberantasan penyalah gunaan dan peredaran 

gelap narkoba di Indonesia adalah sebagai berikut : 
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a. Pencegahan, adalah upaya untuk mcncegah terjadinya 

penyalahgunaan dan peredaran gelap, dengan upaya-upaya yang 

berbasiskan masyarakat, mendorong dan menggugah kesadaran, 

kepedulian dan peran serta aktif seluruh komponen masyarakat. 

Motto yang menjadi pendorong semangat adalah "MENCEGAH 

LEBIH BAlK DARI PADA MENGOBATI". Upaya yang dilakukan 

adalah: 

a. Strategi Pre-emtif (Prevensi tidak Langsung) 

M erupal<an 

menghilangkan 

pencegahan tidal< 

atau mengurangi 

langsung 

faktor-faktor 

yaitu, 

yang 

mendorong timbulnya kesempatan atau peluang untuk 

melakukan penyalahgunaan dan peredaran gc lap narkoba, 

dengan u sahaf kegiatan dengan menciplakan kcsadaran , 

kcpedulian, kewaspadaan dan daya tanglm l masyarakat dan 

terbina l<ondisi, perilaku dan hid up "'h"' tanpa narkuiJa. 

b. Strategi Nasional Usaha Promotif. 

Usaha-usaha Promotif dilal<sanalwn dcngan kcgiatan­
kegiatan pembinaan dan pengcmhangan lingkungan 

masyaral<at bebas narkoba, pcmbinaan dan pengembangan 

pola hidup sehat, bcriman, kegiatan positif, produktif, 

konstrul<tif da."1 kreatif. 

c. Strategi Nasional untuk Komunikasit Informasi dan 

Pendidikan Pencegahan. 

Pencegahan penyalahgu naan narlwba terutama 

diarahkan kepada gcncrasi muda (anal<. remaja , pelajar, 

pemuda dan mahasiswa). Penyalahgunaan narkoba terjadi 
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sebagai hasil interak�i individu yang lwmpleks dengan 

berbagai elemen dari lingkungannya, terutama dengan orang 

tua, sekolah ,  lingkungan masyarakat dan remaja/ pemuda 

lainnya, oleh karena itu Strategi Komunikasi, lnformasi dan 

Pendidikan Pencegahan dilaksanakan melal ui 7 (tujuh) jalur 

yaitu : 

I) Keluarga, dengan sasaran orang tua, anak, pemuda, 

remaja dan anggota keluarga lainnya. 

2)  Pendidikan sekolah maupun luar sekolah/dengan 

kelompok sasaran guru ftenaga pendidik dan peserta 

didikfwarga belajar baik secara kurikuler maupun ekstra 

kurikuler. 

3) Lembaga Keagamaan, dengan sasaran pemuka-pemuka 

agama dan umatnya. 

4) Organisasi Sosiai Kemasyarakatan, dengan sasaran 

remajafpemuda dan masyarakat. 

5) Organisasi Wilayah Pemukiman (LKMD,RT,RW), dengan 

sasaran warga terutama pemuka masyarai<at dan remaja 

setempat . 

6) Unit-unit ke1ja, dengan sasaran Pimpinan, Karyawan 

dan keluarganya. 

7) Mass Media baik elektronik, Cetak dan Media 

Interpersonal (Taik show dan dialog interaktiQ, 

dengan sasaran masyarakat sccara luas maupun 

individu. 

d. Strategi Nasional untuk Golongan Berisiko tinggl 

Starategi ini disiapkan khusus u ntuk remajaf pemuda 

yang berisiko tinggi, yaitu mereka yang mcmpunyai l>anyak 

masalah, yang dengan edukasi prevensi saja tidak cukup 

karena tidai< menyentuh permasalahan yang merel<a alami. 

Pacta umumnya masalah-masalah tersebut,  menyangkut 
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kchidu pan keluarga drop outfputus selwlah, putus pacar, 

kehamilan diluar pcrnikahan , tckanan kclompok scbaya (peer 

group). gelandangan dan anak terlantar ell!. 

e.  Strategi Nasional u ntuk Partisipasi Masyarakat 

Strategi ini merupakan strategi pcncegahan berbasis 

masyarakat, sebagai upaya untuk menggugah, mendorong 

dan menggerald<an masyarakat untuk sadar, pecluli dan aktif 

dalam melakul:an pencegahan terhadap pcnyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkoba. Suksesnya Strategi ini sangat 

tergantung pada partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha 

promotif, edukasi prevensi, dan penanganan golongan 

bcrisiko tinggi. Kckuatan-kekuatan di dalam masyarakat di 
tnobilisir u ntuk secara aktif menyelenggarakan program­

program dibidang-bidang tersebut di atas. 

2. Pen egakan hukum, adalah upaya terpadu dalam pt·mberantasan 

narkoba secara komprehensif, organisasi kcjahatan narkoba 

dengan menerapkan undang-u ndang dan peraturan-pcraturan 

secara tegas, konsisten dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, 

scrta adanya kerjasama antar lnstansi dan kerjasama 

internasional yang saling menguntungkan. 

Strategi yang dilalml<an dalam penegakan hukum dimal<sudkan 

u n tu k: 

a. Mengungkap dan memutus jaringan sindikat perdagangan 

dan peredaran gelap narkoba, bail< nasional maupun 

internasional. 



b. Melakukan proses pcnanganan perkara sejak penyidikan 

sampai lembaga pemasyaral<atan secara konsisten dan 

sungguh-sungguh .  

c.  Mengungkap motivasi/ latar belakang dari kejahatan 

penyalahgunaan dan percdaran gelap narkoha. 

d. Pemusnahan barang bukti narkoba yang b('rhasil disita, 

khususnya terhadap Narkotika dan Psikotropika golongan l. 

e. Pelal<sanal<an pengawasan dan pengendalian terhadap 

ketersediaan dan peredaran Prekursor. 

f. Penyitaan terhadap asset milik pelalm kejahatan perdagangan 

dan peredaran gelap narkoba. 

Strategi yang perlu dilaksanakan dalam penegal<an hukum 

adalah sebagai I.Jerikut : 

a. Strategi Nasional lnteleje n Na rkoba. 

1 )  Usaha-usaha untuk mencegah penyelewengan supply 

resmi ke pasaran gelap dan untuk memutuskan, 

menghilangkan dan mengurangi supply gelap narkoba 

.al<an lebih sukses jika berdasarkan informasi intelejen 

yang akurat dan cepat. lntelcjen narkoi.Ja akan 

memudahkan penyidik untuk mengetahui ke!t-mahan­

kelemahan organisasi kriminal/sindikat narkolm untuk 

kemudian menghancurkannya. 

2) Strategi Nasional lntelejen Narkoi>a mengkoordinasikan 

dan meng-integrasikan kegiatan-l«·giatan intelejen yang 

secara khusus untuk mcmiJerantas organisasi 

kriminal/ sindikat narkoba yang mempunyai jaringan 

berlingku p nasional, regional dan in ternasional. 



b.  Strategi Kontrol Narkoba Internasional. 

1 ) .  Kejahatan narkoba adalah kejahatan internasional/ 

transnasional yang terorganisir rapi dan bc:rgerak cepat 

tanpa mengenal batas · negara. Untu l< nwmeranginya, 

seluruh l<el<uatan Regional dan l n l ermo sional harus 

dipadukan dalam l<etjasama yang bcrstfat strategis 

maupun operasional. 

2) Dengan berpedoman kepada Konvcnsi-konvensi 

lnternasicnal tcntang narkoba yang sudah ada, 

ditindaklanjuti  dalam berbagai l<ctjasama Bilateral 

Regional dan In ternasional . 

c .  Strategi Nasional Pengendalian dan Pengawasan terhadap 

J alur Legal. 

1) Narkoba dapat digunakan secara legal u n t u k  keperluan 

pengobatan orang sakit, industri dan u ntu k kcpcntingan 

penelitian f ilmu pengetahuan .  Walaupun ckmikian perlu 

ada pengendalian dan pengawasan tcn tang jenis dan 

j umlah narkoba yang tepat pemakaiannya dan berapa 

banyak ketersediaannya untuk kepentingan kesehatan, 

industri dan ilmu pengetahuan .  

2 )  Selain tersebut diatas harus diatur dan diawasi jalur 

resmi, mengenai import, export, produksi dan distribusi 

legal untuk mencegah penyelewengan dan kebocoran 

sumber legal ke pasaran gelap. 
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d. Strategi Nasional Interdiksi Narkoba. 

Strategi lnterdiksi adalah untuk menghentikan / memu tus 

supply narkoba yang disclundupkan melalui udara, !aut dan 

darat. Mengingat luasnya wilayah Indonesia. maka yang 

menjadi sasaran operasi adalah daerah-daerah rawan 

penyelundupan narkoba, dihadapi dcngan kekuatan terpadu 

dalam suatu koordinasi nasional. 

1) Strategi Nasional lnterdiksi Udara. 

a) Strategi ini melalmkan interdiksi penyelundupan 

narkoba melalui pesawat terbang umum (kargo dan 

penumpang) dan pesawat terbang pribadi, dengan 

koordinasi dari aparat Pemerintah terkait yang 

bertugas di pelabuhan udara. 

b )  Strategi ini juga dipakai sebagai pendukung operasi 

dilau t  dan didarat berupa deteksi melalu i sutvey 

udara. 

2) Strategi Nasional lnterdiksi Laut/Maritim. 

a) Strategi ini melalmkan in tenliksi penyelundupan 

narkoba di !aut dimana kap<� l -kapal penyclundup 

narkoba ditangkap didalam wne marit im berupa 

Internal Waters, Archipelagic Waters, Territorial Sea 

dan Contiguous Zone. Juga di pelabuhan !aut 

terhadap cargo dan penumpang. 

b) Strategi lnterdiksi Laut mendapat hantuan dan 

berkoordinasi dengan aparat Pemerintah terkait dari 

udara dan darat. 
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3) Strategi Nasional Interdiksi Darat, 

a) Strategi ini melakukan interri iksi pcnyciundupan 

narkoba pacta saat narkoba tersebut nwmasuki 

daratan, daerah perbatasan nl'gara dan meialui jasa 

Pos internasional serta pen�·alahgu naan kantong 

diplomatik. 

b) Strategi ini  akan berhasil bila mendapat bantuan 

dan herkoordinasi dengan aparat Pemerintah terkait 

dari udara, !aut dan jasa pos (Pemerintah dan 

Swasta) . serta Kedutaan/ Perwakilan Asing. 

4) Strategi Nasional Bidang Investigasi� 

a) Stratcgi lnvestigasi teru tama dimaksudkan untuk 

mengurangi supply geiap narkoba dengan 

mengungkap dan memutus jaringan organisasi 

kejahatan dan sindikat narkoba, meuyita narkoba 

sebagai barang butki dan melakukan penyitaan 

hasil/ keuntungan/ aset dari peiaku kejahatan 

narkoba. 

b) Untuk suksesnya Strategi lnvest igasi, perlu 

dikaitkan dengan Strategi ln tdej . ,n ,  Strategi 

Intenliksi dan Strategi Kontrol ln ternasionai. 

5) . Strategi Nasional Bidang Prosekusi/ Penuntutan. 

Seluruh Strategi Prosekusi dilakukan u ntuk tindak 

lanjut  dari Strategi lnterdiksi dan Strategi Investigasi 

untuk pemrosesan perkara, sejak penyidikan, 

penuntutan dan pembuktian yang iengkap rli pengadilan. 

Dengan upaya demikian para pelaku kcjahatan narkoba 



akan mendapat hukuman yang setim pal d an organisasi 

kejahatan mereka akan hancu r, sdan jutnya akan 

memberikan efek deteren dan mengurangi bahkan 

menghilangkan supply narkoba secara illegal .  

3.  Terapi dan rehabilitasi, adalah upaya yang dilakukan untuk 

mengobati para penyalahguna narkoba, dengan melakukan 

pengobatan secara medis, sosial dan spiritual serta upaya untuk 

mencegah menjalarnya penyakit HlV /AIDS karen a pemal<alan 

jarum suntik oleh penyalahguna narkoba secara bergantian . Agar 

mereka yang sudah diberikan rehabilitasi , tidal< menjadi 

penyalahguna lagi, perlu dilalmkan upaya pcnn:gahan lcbih 

lanjut .  Penyalahguna narkoba mcrupalwn bagian dari 

masyarakat yang harus ditolong dan diberikan kasih sayang 

dalam mempercepat proses penyembuhannya. Perlu diberikan 

pengobatan dan rehabilitasi secara gratis kcpada penyalahguna 

narkoba yang tidal< mampu meialui subsidi pemerintah dan 

sumbangan para donatur, karena pengobatan dan rehabilitasi 

terhadap penyala..ftguna narkoba memcrlu kan wal<tu dan biaya 

yang cukup besar. 

Penyalahguanaan narkoba merupakan masalah yang sangat 

kompleks meliputi fal<tor-fal<tor spiritual, psikologis, sosial dan 

biologis bahkan juga bisa menyangkut perilaku kriminal (criminal 

behaviour) .  Oleh karena itu Strategi ini harus meliputi semua 

fal<tor-faktor tersebut diatas dan disiapkan berbagal metoda 

sesuai tingkat penyalahgunaan dari tingkat social user, user dan 

hard core addicts. 

a. Strategi Nasional Riset Terapi dan Rehabilitasi Terpadu 

1) Membangun balai riset terpad u u n t u k  menemukan metode 

terapi dan rehabilitasi yang dap"l d ijacl ikan sebagai 

pedmnan bagi penyelenggara lentpi < l an  rehahil ita�i .  
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2) Mengadakan pendidikan dan pclatihan untuk 

petugasj tenaga terapi dan rehabilitas i .  

b .  Strategi Nasional untuk Treatment dan Rehabilitasi Medis. 

1 )  Treatment dan Rehabili tasi medis mempu nyai berbagai 

macrun model, yang mempu nyai tuj uan untuk 

menyembuhkan/ memulihkan kcsehatan fisik dan 

mental j iwa daripada penyalahguna. 

2) Partisipasi ai<tif dari masyarakat untuk membangun 

treatment centres perlu digalakkan, namun harus 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan . 

c. Strategi Nasiona1 untuk Rehabilitasi Sosial. 

1) Penyembuhan/ pemulihan kesehatan fisik dan 

mentaljjiwa saja, tidal< cukup untuk seorang mantan 

penyalahguna untuk memasuki kembali kehidupan 

normal dalam lingkungan keluarga, sekolah . tempat 

kerja dan masyarakat. Yang bersangku tan perlu 

mendapal rehabilitasi sosial sehingga ia tidak l ergoda 

lagi untuk ITieinakai narkoba dan mampu melaksanal<an 

lagi suatu kehidupan yang normal ,  produkl l f, konstruktif 

dru1 kreatif. 

2) Partisipasi masyarakat dalam u saha-usaha rehabilitasi 

sosiaJ, juga perlu digalakkan, nam un harus memenuhi 

persyru·atan yang ditetapkan. 

4. Pengembangan Sistem Informasi narkob a, yaitu suatu upaya 

untuk menyediakan dan menyajikan data yang lengkap dan 

komprehensip tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap 
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narkoba, bail< secara internasional maupun nasional, yang akan 

digunakan sebagai dasar dalam p enyusunan kebijakan dan 

strategi dalam pencegahan dan pemberant asa n pcnyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkoba. Perlu dikcmhangkan jaringan 

informasi sampai kc tingkat prop ins i, kabupalm dan kota, 

secara Jangsung, sehingga akan memp ercepat menyajian dan 

penyediaan data secara akurat dan aktual. Website BNN Perlu 

dikembangkan dan ditingkatkan, agar masyarakat memperoleh 

informasi yang lengkap tentang narkoba dan 

penanggulangannya. Perlu dikcmbangkan juga jalur informasi 

dengan masyarakat dengan lwt line services. Sistem informasi 

narkoba ini juga al<an melal<Ukan tukar menukar informasi 

dengan badan-badan terkait dari negara lain dan badan-badan 

internasional. 

5. Pengembangan dan peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia, !asilitas, infrastruktur dan sumb erdana, yaitu upaya 

untuk meningkatkan kemampuan profesional baik Badan 

Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi,  Kabu patcn dan 

Kota, yang meliputi kcmampuan sumberdaya man u sia, rasiJitas, 

infrastruktur dan sumberdana. Pen empal an p erso n il di BNN 

oleh instansi-instansi, disamping secam profcsional,  juga 

sebagai jenjang karir bagi p ejabat di lingku ngan instansi 

tersebut. Perlu upaya untuk meningkatkan fasilita'; perkantoran 

yang memadai dan anggaran yang cu kup , S<'bagai wujud 

kesungguhan pemerintah dalam pencegahan dan 

pcmberantasan penyalahgunaan dan pcredaran gelap narkoba. 
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VI. P E N U T U P  

Kebijakan dan strategi ini merupakan dokumen resmi pemcrintah yang 
bersifat mengingat dan menjadi pedoman bagi semua lnstansi Pemerintah dan 
Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang melaksanakan upaya pencogahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 

• 

Berdasarkan Kebijakan dan Strategi ini akan disusun langkah-langkah yang 
komprehensif multidimensional dalam suatu Program Nasional Terpadu Pencegahan dan 
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, sehingga dapat dicapai 
hasil yang optimal dalam usaha mencapai masyarakat

· 
Indonesia bebas dari 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 
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LAMPIRAN KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI 
BADAN NARKOTIKA NASIONA L 
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PROGRAM NASIONAL TERPADU 
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN 

DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA 
T AHUN 2003- 2004 

Berdasarkan tujuan, sasaran dan kebijakan serta strategi BNN, BNN menyusun program 

dan kcgiatan sebagai berikut : 

L Program BNN 
Mengacu kepada Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tcntang Program 

Pembangunan Nasional, khususnya yang berkaitan dcugan program IJNN yaitu 

Bidaug Sosial Budaya yang meliputi (I) Program L 1 ngkuugan Schat. Perilaku 

Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat; (2) Program Obat. Makanan dan Bahan 

berbahaya; (3) Program Pengembangan Potensi Kescjahtcraan Sosial ; (4) Program 

Pengembangan Sistem lnformasi masalah-masalah sosial :  ( 5 )  Program 

Pemberdayaan Keluarga; (6) Program Peningkatan Partisipasi Pemuda. maka 

program utama BNN tahun 2003 - 2004 difokuskan · 

a. Dukungan Administrasi dan Koordinasi . 

b.  Pencegahan Penyalahgunaan dan Pcredaran Gclap Narkoba 

c.  Penegakan Hukum Penayalahgunaan dan Percdaran Gclap Narkoba 

d .  Tcrapi dan Rehabi l itasi korban narkoba 

e. Penel itian, Pengemb angan dan teknologi informatika 

Monitoring dan evaluasi 

2. Kcgiatan BNN 
Kcgiatan utama yang di lakukan BNN dalam tahun 2003 - 2004 sebagai 

pelaksanaan lebih l anjut dari program-program yang tclah d i tetapkan adalah 

scbagai berikut : 

D u lwugan Admin istrasi d a n  Koordinasi 

a Perencanaan dan Penyusunan Program dan Anggaran 

:,.. Repeta. 

'r Nota Keuangan. 

;. Standar Norma Biaya 

:.- Pengumpulan dar. Pengolahan Data 

:r Monitoring Dan Evaluasi Program dan Anggaran. 
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b. Koordinasi penyusunan kebijakan di bidang keterscdiaan, pencegahan dan 

pcm berantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 

c. Koordinasi perumusan ratifi kasi dan harmonisasi instrument hukum 

i ntcrnasional bidang narkoba kedalam sistem hukum nasional 

d .  Penataan kclembagaan dan ketatalaksanaan 

Y Penyempurnaan organisasi dan tata kerja BNN dengan Merevisi Keppres No 

17 Tahun 2002 menjadi UU. 
>- Penycmpurnaan Struktur Organisasi BNN 

;..... Memfasil itasi penyusunan struktur kelembagaan Badan Narkotika Propinsi/ 

Kabupaten/ Kota. 

;... Pembentukan Satuan Tugas. 

e. Peningkatan kerjasama dan koordinasi bidang kesediaan, pencegahan dan 

pemberantasan peredaran gelap narkoba. 

>- BNN dengan B N  Propinsi/ Kabupaten I Kota. 

;... Dengan Lembaga Non Pemerintah. 

;.... Dengan Regional dan lnternasi 

Peningkatan kapasitas SDM 

Pencegahan. 
g ldentifikasi masyarakat yang rentan terhadap bahaya pcnyalahgunaan dan 

pcredaran gelap narkoba 

Pelaksanaan penyuluhan dibidang pencegahan dan pe1nherantasan pcnya lah 

gunaan dan peredaran gelap narkoba. 

'r Penyusunan materi dan panduan penyuluhan. 

r Sosial isasi materi dan panduan penyuluhan 

'r Pelatihan bagi petugas penyuluhan 

;.. Pcnyusunan modul dan panduan pelatihan. 

r Penyusunan panduan pelaksanaan pelatihan. 

Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan bidang pencegahan 

Pembinaan potensi peranserta masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu 

masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba 

;.... Penyusunan Panduan Peranserta Masyarakat. 

).- Sosialisasi Panduan Peranserta Masyarakat 

,.. Pcnguatan Kelembagaan Pcranserta Masyarakat. 



'r Advokasi Pendampingan Peranserta Masyarakat.Monitoring dan evaluasi 

bi dang pencegahan 

k. Monitoring dan Evaluasi bidang Pencegahan . 

Pcncgal\illl 11 ukum 
I ldcnliti kasi permasalahan penegakan hukum 

m .  Pcmberantasan peredaran gelap narkoba 

:,... Pcmetaan kultivasi gelap narkoba. 

;.... Peningkatan lntclejcn dalam rangka kultivasi gelap ganja,pe111Utusan 

j aringan pcredaran gclap narkoba . 

., Mcmutuskan jari ngan percdaran gclap narkoba. 

Y Pcnindakan kult ivasi ganja. 

'r Penindakan laboratorium Narkoba gelap. 

:r Penindakan terhadap penyelundupan narkoba di  Air p011 dan pelabuhan !aut 

n.  Pengendal ian dan pengawasan jalur resmi narkoba 

o .  Peningkatan sarana dan prasarana kegiatan bidang penegakan hukum 

;,.. Laboratorium Penguj i Narkoba. 

'r Narcotic lndentifikation Kit ( N!K ) 

,... Anj i ng Pelacak Narkoba. 

).- X Ray Machine. 

p. Penyitaan pcnyi mpanan dan pemusnaan barang sitaan penyalahgunaan narkoba 

Sarana Gudang Penyimpanan. 

:,... Perlengkapan Penyi mpanan. 

:,... Peralatan Pemusnaan. 

:,... B iaya Operasiona: 

q .  Monitoring dan evaluasi bidang penegakan hukum 

Tcrapi d a n  Rchabilitasi 

r. lnventarisasi masalah bidang terapi dan rehabi l i tasi narkoba 

l nvcntarisasi jumlah /data korban dan jenis narkoba yang dikonsumsi .  

'r lnventarisasi data dan standarisasi Balai/ panti pelayanan 

pengobatan,laboratorium dan rehabi l itasi korban narkoba. 

).- Survey Epidemiologik. 

s. Penyusunan standarisasi pelayanan terapi dan rehabi l itasi 

;.. Standarisasi Tempat pelayanan terapi dan rehabil itasi. 
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S tandarisasi Pelaksanaan pelayanan terapi dan rehabi l i t asi ( medis maupun 

Sosial ) 

r Pcnyusu nan Buku Supervcsi pelaksanaan pelayanan tcrapi dan rehabi l itasi.  

r Penyusunan buku panduan Penilaian pelaksanaan pelayanan terapi dan 

rehabi l itasi . 

Sosialisasi standarisa:.;i pelayanan terapi dan rehabi l itasi kcpad<l instansi terkait 

dan masyarakat 

u .  Uji coba standarisasi pelayanan terapi dan rchabi l i tasi 

v. Mengadakan pendidikan, pelatihan SDM petugas di bidang terapi dan 

rehabi l itasi baik d i  luar dan d i  dalam negeri 

w. Pelaksanaan terapi dan rehabil itasi terhadap korban narkoba 

;.... Admin istrasi dan Manajemen 

;.... Pelayanan medis 

:,... Gawat dalurat. 

'r Laboratorium narkoba. 

;... Keperawtan dan rehabi l itasi. 

:,... Rehabi l itasi Sosial. 

;.... Rckam medikldata. 

x. Melakukan supervisi terhadap Balai atau Panti terapi dan rehabi l i tasi 

y. Melakukan penilaian pelaksanaan terapi dan rehabi l itasi di scluiuh I ndonesia 
z. Pcmbangunan I peni ngkatan sarana dan prasarana bidang 1 crapi dan n:h;1bi l i tasi 

a. a .  Pembinaan peranse1ta masyarakat dalam rangka pcla�·anan tcrupi d;m 

rehab i l itasi 

:,... Penyusunan Panduan Peranserta Masyarakat d�llam pelaksanaan pclayanan 

terapi dan rehabi \ itasi . 

. > Sosialisasi Panduan Peranscrta Masyarakat dalam pclaksnaan pclayanan 

terapi dan rehabi l itasi 

Pelatihan Petugas ( TOT) dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan 

pelayanan terapi dan rehab i l itasi. 

'r Pcnguatan Kelembagaan peranserta masyarakat 

r Advokasi dan pendampingan Peranserta Masyarakat. 

b .b . Pcnel it ian pcngembangan pelayanan terapi dan rehabi l itasi 

c.c Monitoring dan cvaluasi bidang tcrapi dan rehabi l ita�i 



JK 

Pcnclithm, Pengemba ugan Dan Telmologi I n fo l"lnal i 14.:t. 

d . d  Idcntifikasi data yang d iperlukan masing-masing bidang 

c.c Pengu mpulan hasil-hasil  penel it ian dan pengembangan yang te!Jh ada 

;... Narkoba, 

;... Mctode Pencegahan 

Metode Pengobatan. 

;... Metode rehab i l i tasi sosial. 

f. f Mengadakan pengkaj ian tahunan 

g.g Pelaksanaan penel it ian dan pengembangan 

Di b idang Narkob•. 

;.... D i  bidang Pencegahan. 

,.. Di b idang Penegakan Hukum. 

;... Di b idang Terapi dan Rehabi l i tasi.  

r Di bidang lnformatika. 

h.h Sosialisasi has i l l i tbang kepada instansi terkait dan masyarakat 

i . i  Uj i coba hasi l l itbang 

j .j Peni ngkatan pembangunan sarana dan prasarana l i tbang dan teknologi 

informatika. 

k.k BNN Knowledge Center 

,.. Documents Org. 

,. Electronic Documents Org 

;.... Replication System Org. 

r lndexxing System Org. 

,. BNN Documents Records Management System Database 

;.... BNN Searching Engine. 

1 . 1 .  BNN Supp011 System 

,.. Raw Data Org. 

,.. Database Files Org 

-,. BNN databese Clearing House. 

Y BNN Data warehousing Syatem. 

nun 13NN Exchange 1-lubs 

Y 25  Stakeholders 



,.. I nternal B N N  
r Government of Indonesia. 

Society and N G O ' s  

,.. International Communit i tes 

:,... Others. 

.1 '1 

n.n  Moni toring dan Evaluasi bidang l itbang dan tcknologi i n iOrmatika 



NO 
TUJUAN DAN ARAH 

t<EBIJAKSANAAN GBHN, 
PROPENAS 2000 � 2004 

TuJuan : pembangunan d1bidang 
sosial budaya adalah terwujudnya 
kesejahtet'3an 101kpt yang ditan­
dai dengan meningkatnya kua!itas 
kehidupan yang layak dan 
bermartabal scrta memberi perhati· 
an utama pada ten:uk!JJ)inya k�· 
tuhan dasar. 

Arah Ket..ljakan 
1 .  Kesehatan dan Kuejahteraan 

Soslal. 
Memberantas secara sistomatik 
pl!fdagang.an & penyalahgunaan 
narkotikdan obat-<�bat tertar.tng 
dengan memberikan sanksi yang 
sebetat-beratnya kcJ)41da produsen, 
pengedar,dan pemakai 

2. Pemuda dan Olahraga. 
Melindungi segenap generasi muda 
dati bahaya dntruktif terutarna ba­
haya penyafahgunaan narkotik.a, 
r.bat-obat tertarang dan zatadiktif 
Janya (natkobol) mN!YigeraUn 
pembetantasan dan peningkatan 
kesadaran masyarakat akan baha· 
ya penyatahgunaan nackoba. 

r-.._�.ld!IIR�I 

TABEL 1 

RENCANA DAN PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUNAN 

BADAN NARKOTIKA NASIONAL Rl TAHUN 2003 • 2004 

PROGRAM PEMBANGUNAN 
PROPENAS YANG TERKAIT 

1. Kesehalan dan Kese)ilh· 
teraan Soslal 

1 . 1 .  Pr�m Ungkungan 
Sehat. Perilaku Sehat dan 
Pembefdayaan Masyarakat 

1 .2. Prograrn Obat, Makanan 
dan Bahan Berbahaya. 

PROGRAM DAN KEGIATAN BNN 

1. Oukungan Adminlstrasl dan Koordlnasl 

a. P�r�nr:anaan dan Pcnyusunan program 

1 )  penyusunan rencana progwn dan angga­
ran (Repeta) 

12) Penyusunan bahan nota keuangan 

3) Penyusunan standar norma biaya 

1.:i Progra•n Pengambar.gan 14i Pengtnnpufa,, .\ pt=r.gl)!;,h;�n d;,ta program 
Potensi Kesejahteraan So-
sial. S) Monitoring & Evaluasi pelakgn;aan pl'ogram 

1 .4 Program Pengembangan 
Sistem lnformasi Masatah· 
masalah Sasiat. 

1 .S. Progr.�m Pemberdayaan 
Keluatga. 

2. Pemuda dan Olahraga 
2. 1 . Program Peningkatln 

Partistpasi Pemuda 

b. Koordlnasl Pcnyusumn Kebijakan dl­
bldang kerer&edl<�<�n,peneega,.n dan 
pemberanrasan penyalahgunaan dan 
peredatiln gelap narlcobol. 

1) Penyusunan kcbljakan bidang ketersecfsa:an 
notkoba 

2) Penyusunan kebijakan bidang peneegahan 
naO:oba 

3) Penyusunan kebijakan bidang penegakan 
llukum 

4) Penyusunan kebijakan bidang ter.api dan 
rehabifitasi 

S) PenyusuN�n kebjaltan bidang litbang dan 
lekncJioSji inforrn;atJb 

e. Koordlnul perumuun rarlfllcMJ fhn 
HarmonlM&J lnsuumen Hukum lntam.slo 
n•J bldang Narko/M lcedalam &ls�m 
huk.um H•slonal. 

TAHUN I TAHUN 
2003 2004 

. Y 

KETERANGAN 

Sekretariat Lakhar BNN 

BNN dan lnstansi Torkait 

BNN dan lnstansi Tocbit 
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TUJUAN DAN ARAH 
PROGRAM PEMOANGUNAN TAHUN TAHUN 

NO KEBIJAKSANAAN GBHN, 
PROPENAS YANG TERKAIT 

PROGRAM DAN KEGIATAN BHN 2003 2� KETERANGAN 
PROPENAS 2000 - 2004 

1 ) Ratifika$i bidang kotcrsediaan narkoba v v 

2} Ra�fikni bidang pencegahan narf<oba. v v 

3} Ra!ifikasi bidang penegakan hukum narlcoba v v 

4) Ratitikasi bidang terapi dan rehabilitasi v v 
narkaba 

d. Program P.nataan Kelambag.aan dan v v Sekrotuiat Lakhar BNN 
Ketat.lflksanun 

1 )  Penyempumaan organis.asi & tata ke:rja 
BNN 

2) Ponyempumaan sttuktur arganisasi BNN 

3) Memfasi&tasi penyuaunan siNktur katemba I gaan Badan Narl<oba Prop;n.i/ Ka--
.... 

4) Pe......,tukan SaUIHatuan ..... I 
e. PIDgnJm PenlngfcatM K.qa.ama d�n v v Sekretariat Lakhar BNN 

. Koonllnul bld•ng kNedlan,penetgahan 
don ,_.Oennru.n� gelap 
,.,. .... 

1) Kafjaama ct.n I<Don:finul antata BNN 
cfcngan Dopatlemen / lnstansi  ........ 

2) � -.w.i dan i<Dnou.'tasl 
� SNN don BN ,_ ""-t.n 
don Kola 

3) KMjasama don -.; dongan lembaga 
Non Pemerinrah t 4) Kotjaoama don Koor-.; dengon 

..........,., 
f. Prvg,., Penfnr11wtan bpuil2a SDM v v lalchar BNN 
g. Monllorlng dM Evo/uqf v v Selcrotariat Lakhar BNN 

T.c.t_Nittii;Oa C. I RencProg{2! 41 



NO 

TUJUAN DAN ARAH 

KEBIJAKSANAAN GBHN, 

PROPENAS 2000 � 2004 

Tabel_��tkDb.J x!5 f R�og!2) 

PROGRAM PEMBANGUNAN 

PROPENAS YANG TERKAIT 
PROGRAM DAN KEGIATAN BNN 

2. Pencegahan 
a. ldenfifikasl masyarakat yang renfiiJn 

t�rhadap bahaya penyalahgunaan dan 
pemb�rantasan peredaran g�lap narkoba 

b. Pelaksanaan p�nyuluhan di bidang 
pencegahan dan pemb�rantasan 
penyaliilhgunaan dan peredaran g�tap 
narkob<�. 

1 )  Penyusunan materi dan panduan panyulu� 
han bidang pencegahan dan pemberomta� 
s:an penyalahgunaan dan peredaran gel:ap 
narkoba. 

2) Sosialisasi materi dan pandu:an penyuluhan 

bidang pencegahan dan pemberantdsan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkoba. 

3) Pelatihan (TOT) bagi pebJgas penyuluhan 
bidang pencegahan dan pemberantasan 
penyal:ahgunaan dan peredarnn gelap 
narkoba. 

> Penyusunan modul,materi dan panduan 
pelatihan bidang pencegahan dan pem· 
berantasan panyalahgunaan d2n peredaran 
gelap natkoba. 

> Panyusunan panduan pelaksanaan 
pelabNn btdang pencegahan dan pem­
berantas.an penyaliihgunaan diin per­
edilr.rn gelap n.ukoba. 

c. Pengem�ngan �ar.rna dan pras<�ranfil 
panyuluhan bldang pencegahan 

d. Pemblna•n potemf peranserta masya 

rakat dalam rangb mewujudkan 
suatu masyar.rkat yang bebas d<�rl 

penyalahgunaan n•rleoba. 

TAHUN I TAH UN 
2003 2004 KETERANGAN 

Pusiiit Pencegiilhan liiikhar 
BNN diiin lnstansi t�kait 

Pusat Pencegahan Lakhar 

BNN dan lnstansi terkait 

Pusat Pencegahan 

Lakhar BNN dan lnstansl 

Terkalt 

Pusat Penceg;�h<�n 

L�kh�r BNN d�n lnsblnsl 
Terkalt 
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NO 

TUJUAN DAN ARAH 

KEBIJAKSANAAN GBHN, 

PROPENAS 2000 • 2004 

r.,oe�_�t:a..'d5 t RencPf0!;(2J 

PROGRAM PEM BANGUNAN 

PROPENAS YANG TERKAIT 
PROGRAM DAN KEGIATAN BNN 

1 .  Penyusunan panduan peranserta masya 
rakat dalam r.angka mewujudkan 
suatu masyarakat yang bebas dari 
penyalahgunaan narkoba. 

2 Sosialisasi panduan peransel"ttl masya 
rakat dalam rangka mewujudlcan 

suatu masyarakat yang bebas dari 
penyalahgunnn narkoba. 

3. Penguatan kelembagaan peranserta 
masyarakal 

4. Advokasi pendampingan peranserta 
masyarakal 

e. Monitoring dan Evaluul bldang 
pencegahat1 dan pemb�ranta.un 

penyalahgunaan dan fJ*fedann gelap 
narkob<J, 

3. Penegakan Hukum 

a. ldentlflka.sl Permasalahan Penegakan 
Hukum 

b. Pemberantasan peredaran gelap nark.ob11 
1 .  Pemetaan lculti'vasi peredaran gelap 

Ganja. 
2. Peningkatan pelaksanaan lnlefij� dalam 

r.angka kutl:iv.illsi gelap ganja ,pemutusan 

jaringan peredaran gelap narkoba. 
3. M�Uiuskan jaringan gelap narkoba 

4. Penindakan kultivasi ganJa 

5. Penindakan laboratorium Narkoba gelap 
6.Penindakan tertladap penyelundupan 

narkoba di Airport dan pelabuhan laut 
e. Pengendallan dan pengawasan jalur 

re3ml narlcoba. 
d.Penlngkatan u�na dan pr.u,..n• 

kegiaran bldang penegakan hukum 

TAH UN I TAH U N  

2003 2004 KETERANGAN 

Pusat Pencega.han 

Lakliar BNN dan lnsbnsl 

Terkalt 

Pusat Penegakan Hukum 

Lakhar BNN dan lnstansl 

yang terkalt 

Pusat Penegakan Hu�um 

lakhar BNN dan lnstansl 

Terk�lt 

I 
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NO 

TUJUAN DAN ARAH 

KEBIJAKSANAAN GBHN, 

PROPENAS 2000 - ZD04 

Tal:)ei_N.anoclba .a/AenePtog(2) 

PROGRAM P E M BANGUNAN 

PROPENAS YANG TERKAIT 
PROGRAM DAN KEGIA.TAN B N N  

1 .  l;aborOJtorium penguji. 
2. Narcitic lndentifikasi Kit ( NIK ) 

3. Anjing Pelacak Narkoba. 
4. X Ray M.;chine 
e. Penyfraan,penyimpanan dan pemusn�an 

barang :sltaan penyalahgunaan narkoba 
1.Gud.;ng dan sar.�na penyimpanan 
2.Peral;.t0Jn pemusnahan. 
e Monllorlng dan Evaluasl bld;ang Penega­

kan hukum. 

-4. Ter;apl d;an Rehabllltul 

a. lnvl!ntarisasl mu;aliJh bldang lerapl dan 
rehabllltasl narkoba. 

1 . 1nventariSO!Isi data juml01h korban dan jenis 

narkoba yang dipergunakan 
2.lnventarisasi data dan stand;ardisasi 

balaifpanti pelayan;an pengobOJbin,IOibora­
torium dan reh:illbilitasi korb01n ru�rkobOI 

3.Survey epidemlologik 
b.Penyusunan standardlsasl pe/ayanan 

terapl dan reh.;billlul 
1 .  St..ndardisasi tempat pelayanan terapi dan 

rehabilitOisi 
2, Stand01rdisasi pelaksnaan pelayanom ter.pi 

dan rehabilitasi ( Med'rs rTIOIUpun sosial ) 

3. Penyusunan buku Supervesi 

4. Penyusuru�n buku penilaian 
c. Soslallsasl sr.indarlsasl pe/.;yanan 

terapl dan reh•blllt.sl ke�dl'l lnsl:Jnsl 

terkall dan masy..l'ilkat 

d. Ujl coba standard�sl pelay..n�n terapl 
drm rehabl/ltas/ 

TAHU N  I TAHUN 
2003 2004 KETERANGAN 

Pusat Penegakan Hukum 
Lakhar B N N  dan lnstans l 
Terkilit 

Pusat Ptnegakan Hukum 
lakhar B N N  dan lnstilnsl 
Terkalt 

Pusat Terapl dan Reh01bltl 
tasl Lakhar BNN dan Ins­
tans! yang terkalt 

I 

Pusat Terapl dan Reha b ill 
tasl Lakhar B N N  diin Ins­
tans I yang terkait 

Pusat Ter.:apl dan Rehablll 
tasi Lakhar BNN dan Ins­
tans! yang terkalt 

v 

I

Pusat Terapl diin RehiibUI 
tasl Lakh<�r BNN d;�n Ins­
tans! yang terkalt 
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NO 

TUJUAN CAN ARAH 

KEBIJAKSANAAN GBHN, 

PROPENAS 2000 - 2004 

T.atre�_� .,. I Reno:PI'og[2) 

PROGRAM PEMBANGUNAN 

PROPENAS YANG TERKAIT 
PROGRAM DAN KEGIATAN BNN 

e. Meng;�d;�kan pend/dikan ,pttlatlhan 
SDM petugJs cJJ bldang Terapl dan 
Rehablllt;�:s/ balk dl/uar dan dalam 

negerl 
f. Pelaksanaan terapl dan rehab//ltasl 

terhadap kortum nerkoba, 
> Administrasi dan Manajemen 
> Pelayanan Medis 

> Gawat Darurat 

> Laboratarium narkoba. 

> Keperawatln dan rehabilit:asi 
> Rehabllitasl Sosial 
> Rekam medikJdata 

g. Mel;�kulfan superve3/ terhadap balal 
b;;lal da:� ;�tau pantl·plJnt/ Terapl do:�n 
Reh<�blllta31 

h. Melakukan penllalan pelaksanaan 
balaVpanU pela�nan Terapf dan Reh;�bl 

Jltasf dl seluruh lndonuia balk yang 
dflaksanakan oltth pemerlntah maupun 
non pemerlntah. 

I. Pttmbangumm/Penlngka tan sarana dan 
prasaran;� Terapl dan Reh;�bll/t<ls/ korban 
narkoba . 

. Pemblnaan pef;jmeru masyarakat dalam 
rangka peialcsanaom pei.Jyamn Terapl 
dan Rehablllt.a31. 

k.Penelltlan pengembangotn pelaya�Yn 

Terapl dan RMablnWI. 
I.Monltorlng dan Evafuasl bldeng T«apl 

dan Rehablllt.asl. 

5. Penelltlan dan Pengemb.1ngan serta 

Teknologl ln!ormatlk.l. 

A. Program peningk.atan penelitian dan 
I=Jengembangan 

1. lndentlnMsl datil yang dlperluken 
maslng·maslng bfdang 

TAHUN I TAH U N  
2003 2004 

--
KETERANGAN 

Punt Terapl d<�n Rehablll 
ta.sl Lakh<�r BNN dan Ins­
tans! yang terk .. tt 

Pusat Terapl dan Rehablll 

ta.sl lakhar BNN dan Ins­
tans! yang terkalt 

Pus:�t Terapl dan Rehablll 

bsl Lakhar B�IN dan Ins­
tans! y<�ng terkalt 

Pusat Utb<�ng dan Tekno­
logl l.;lkhar BNN dengan 

lnsta.nsl Terk<�lt 
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NO 

I 

TUJUAN DAN ARAH 

KEBIJAKSANAAN GBHN, 

PROPENAS 2000 - 2004 

TMI<ti_Nattco�;w� h 1 Rerd'rogl2) 

PROGRAM PEMBANGUNAN 

PROPENAS YANG TERKAIT 
PROGRAM CAN KEGIATAN BNN 

2. Pengumpu/an haslf·hasll Penelltlan dan 
Pengembangan �ng te/ah ada 

3. Mengadakan Pengkajlan tahunan 
4. Pelaksanaan Penellllan dan Pengem­

bangan 
5.Soslallsasl hasfl Pene/IC/;m dan Pengem· 

bangan kepada instansl (et1cair dan 
masyarakat 

6. Ujl coba hasil Penei/Uan dan Pengem 
bangan 

7. Penlngkatanl pembangunan sarana dan 
prasarana Utbang 

B. Peningkatan Kualitas pe!ayanan Tekno!ogi 
lnto:matika 

1 1 . BNN Knowledge Center 
12. SNH Support Sytem 
;3. BNN &change Hubs 

lc. Monitoring dan Evaluas( bidang lilbang 
dan Teknologi lnfotmatika. 

TAHUN I TAHUN 

2003 2004 

i 

KETERANGAN 

IPusat lltbang d:m Tekno· 
logl lakhar BNN dengan 
lnstansl Terkalt 

Pusat l.ltbomg dan Tekno­
logl lakhar BNN dengan 
lnstansl Terka!t 
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TIJJUAN 

I .Administrasi dan 

Koordinasi. 

a. Meningkatkan k-ualitas 
dul.:ungan administrasi. 

b. Meningbtkan koordina 

si i.Nlansi pem.:rinlah 

terkait da1am penyusu"' 
nan kcbijakan di bidang 

TABELREN-l 

TABEL 2. 

KEB IJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM PEMBANGUNAN TA HUNAN 

BADAN NARKOTIKA NAS!ONAL TAHUN 2003 - 2004. 

SA SARAN 

I .Administrasi dan 

Koordinasi" 

a. Meningkatnya kualitas 

du;..'UJ\gan adminis t:asi 

b. Mc:ningkatnyakoordi­

rua,., IIL,1.l:t.l1St p.:111�111- � 
tab t�kait dalam 

pcnyusunan kc:bijalan 

KEBIJAKAN 

I . Administrasi dan 

Koordin:ui. 

Meningkatkan 1..-ua\i I a 

tas dtlk\mgan admi­
nistrasi meliputi da-

na, staf, sarana dan 
pras.1r:rn::. 

PROGRAM I KEG!ATAN 

Admi nim·ui dan I I .  Adminbtrui dan 

Koordinasi Koordinasi 

Per�canaan dan I a. I. Pen�usunan r� 

�nn.trut\IUl pro� 1 program dan anggaran 

dan anggaran. 

a.2. Penyusunan bahan nota 

keuangan. 

a.J. Penyusunan standat 

nonna biaya. 

a.4. Pengumpulan dan 

pengolahan data 

program 
a.S. Monitoring dan 

Evaluasi. proram dan 
Anggaran. 

Mcning.katl.:an b. KoorJinasi po:nyusu- b. J..pcnyusunan k�bijakan 

di htcbng ket�ian 
narl<oba. 

.:fckrifim<:. m.·hni� 
� koo

_

rdin:tSi anlar I instans1 terl:ait 

n:tr. 1·,·Ni;,1·., dihi . 
. 

DanJ kd�iaan. I P¢nC�f,ah&n dan pem-

INDIKA TOR KL�ERJA 

Administr.ui dan 

Koordinui. 

a. I. TenusuMya Repeta 

BNN 

a.l. Tcrsuswmya Nota 

Keuanpn 

a.). TerSLUunnya standar 
nonna biaya. 

a.4. Terkwnpulnya dan 

tersajinya analise data 

program. 

a.3. T crsusunya lapaoran 

monitoring dan <!\·altn�i 

program. j 
b. T ersuswmya rekomemlasi I Pen\"\lsunan kebijaba- . 

naan dibidant k�iaan. I 
pe:ncephan ! 

H 



kctersaii:wt, penccgahan I di bidang Ketersediaan, I dalam pt:nyusunan bcrantasan penyalahgunaan 

dan pemberanl3san I Pcnccgahan dan pemberan 

pc:nyalahgunaan dan tasan penyalahgunaan dan 
peredaran ge\ap narkoba.. peredaran gelap narkobu. 

T . .WF.LRF.!'o:·l 

kcbijakan di bidang I dan peredar.an gclap 

kctcrsedian, Pcncegahan Narkoba .. 

dan Po::mbcrantasan , 

penyalahgunaan dan 
percdara.Il gclap narkoba 

b.2. pcn)USuno.l\ 
kebijakan di bidang 

pc:nccegahan dan 

p.:mberal3san po;:nyatah 

gunaan dan peredaran 

gclap narkoba, 

b.3.  pcnyusunan kcbijakan 

di bidang penegakan 

hul.."\UT\ pemberantasan 

penyelahgunaan dan 

pcrcdaran gelap 

narkoba. 

b.4. Penyusunan kcbijakan 

di bidang tcrapi dan 

rehabilitasi korban 

pen�-alahgunaan 

narl<oba 

b.S. Pcn�usunan kcbijakan 

di bidang Litbang dan 
Informatika. 

dan pcmbrn.ntasan 

Pcn)-alahgunaan dan 

Pcrcdaran gclap narl.:.,ba. 

! 
I 
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c .  .M.;:ningkatkan kordinasi I c. Mcningkatnya koordi�Wi I c .M\.'llingkalkan efcklililas . 

pttUmusan nalifikasi dan 

harmonisasi instrum.:n 

hukum intemasional 

narkoba kedalam sist.:m 

hukum nasional. 

d. Mcningkatkan penata.an 

ke\emba!aan dan 

latalabana BNN 

T.�ELREN-2 

perumusan ralifikasi dan I mekanisme koordinasi 

harrnonisasi instrumcn dengan instansi 

intemnsional nurkoba 

kedalam sistem hu�\lm 

nasiona\. 

pcm.:rinta.h terkait dalam 

perumusan ratifikasi dan 

hannonisasi instrumen 

intcrnasional narkoba 

kedalam sistem hukum 

nasional. 

d. Menin�allt\·a po..'1"1.1ta:.111 ! J \ kningkatkan p.:nataan 

kelembagaan dan kelan.bagaan dan 

to:talaksann BNN latalaJ.::gnaan BNN yang 

ekfcktifd.1n if�"''ien 

Koordinasi po!n.tmllS311 I c. I. perumuSIIn ratiflkasi 

ralifikasi dan 

hannonisasi instrumcn 

di bidang kctersedian 

narkoba. 

hukum intcmasional I c.2. perumusan ratifikasi 

bidang NARKOBA di bidang penccgahan 

kedalam sistem dan p.:mberatasan 

Hukum nasional. 

d. Program penataan ke· 

lembagaan dan ketata 

lalcsanaan. 

p:nyalahgunaan dan 

pcredaran g:elap 

narkoba, 

c .J .  perumUSM ratiflkasi 

di bidang penegakan 

hul.""Um. pemberantasan 

penyalahgunaan dan 

peredatan gelap 

narkoba. 

d. I .  Penyempumaan 

organisasi dan tala 
kcrja BNN deni:tn 
merc,;si K.:ppo:s No 

17 tahun2002 mcnjadi 

RUU 

Tersusunya rel;.omend.ui 

perumusan mlifikasi dan 

harmonigsi istrumcn 

hukwn intemasional 

Narkoba kedalam stst.:m 

huk'Um nasional. 

b T c:rbentulmya 
kelembagaan dan 

, 
k\.-tat.1Jaksanaan 

\"M!!! I R!'IN \"anc efel:;if& 

efi,ien. Ber"""kan UU I 
•9 



c. Mcningkatbn kcrja 

sama dan k.oordinasi 

pclalcsanaan pcnccgahan 

dan pemberantasan 

pcnya\ahgunean dan 

perscdaran g.:lap 

narkoba. 

TABELREN-l 

c. Meningkatnya k.crj3SarNL 

dan k.oordinasi pclaksanaan 

pcnccgahan dan pcmbc 

rantasan pcnyalahgWlaan 

dan pcrcdaran gclap 

narl:oba ditingkat 

na.sional,regional maupun 

intcnlaS'ional 

I 

Meninikatkan e. Peningl;ttan kctjasama 

keljasama dan koor dan koordinasi pclak-

dinasi nasional;egio sanaan pcn<:egahan dan 
nal dan Lntcmasional pemberantasan penya-

sccua intcnsiruntuk lahgunaan dan perc 
mcnangani masalah daran gclap narkoba. 

nark.oba. 

I I 

d.2. Penyeanpumaan 

struk1ur or&anisasi 

BNN 

d.3. M.:mfasilitnsi 
po:nyusunan struk1ur 
kdcmbagaan &dan 

Narkolika Propinsil 

Kabupatenl Kota 

d.l. Tmusunnya 

Struktur ortanisasi BNN 

d.J .  T<-"ISUSUMya Strul..,ur 
Organisasi BN 

Propinsi/Kabupatcn/Kot.a. 

d.4. P.:mbentllkan Satuan- ,. d.ol. "(.:�ntul.:nya Saluo:ul-
s:atuan mgu. satuan Tugas. 

e. I .  Kcrjasama dan 

Koordinasi antara BNN 

Dan BN Propinsi 

/Kabupatcn/Kota 

e.l. Keijasama dan 

loordinasi dengan 

Lembaga Non 

1\�mo.Ttntah. 

e. T crwujudnya rerum 

Kcrjasama dan 

Koordinasi bcrdasarkan 

MOU. 

;o 



I 

f. Meningkalkan kualiLas 

sumber daya manusia 

T.-\BELRE;o-;.2 

Masalah narkoba 

merupakan tantangan yang 

b.:rsifat global ,olch karcna 

itu perlu dilingkatkan 

keijasama dan koordinasi 

regional dan internasional 
sea�ra in�sif dengan 

membangun kesepakatan­

kescpakatan bersama ,baik 

Bilateral maupun 

multilateral. 

[ Mcningkatnya kualitas I r. Mcningkatkan pro�esio 

sumber daya nanusia nalismc: SDM di btcian! 
kesediaan pcncc:gahan 

dan pembernmasan 

pcnyalahguna.an dan 

p:redamn gelap narl.:oha 

melalui pcn..lidilan Jan 
pc\atihan teknik dan non 

tt:knik. di tbt.lam maupun 

luar ncg..:ri 

f. Pening.k.atan 
kapasitas SDM 

e. 3. Keijasa dan Koordinasi 

dcngan lntemnsional 

dan Regional. 

f. I. Pendidikan S l ,S2 dan I d. Meningkatnya jumlah 

S3 SDM Profesional yang 

f.l . . Pdatihan penjejangan 

Strutural. 

f.3.Pclatihan Fungsional 

f.4. Pelatihanl k-ursus 
subtansi tekni:s bi.dang 

kesediBan,p<llC<Ialwl 

dan pcmbcrantasan 

pc:!l.yalahgunaan dan 

Memilik.i komp:t.:nsi di 

bidang kcsedian. 

poencegahan dan 

pcmberanta.san �yalah 

auna.an � per� I 
gelap nadoba& ,yang siap I 
pakai: I 

5 1  



2. . Penccgahan dan 

pemberantasan 

penyalahgunun dan 

peredaran celap 

narkobL 

TABELREN·2 

2. . Pencegahan dan 

pemberant:uan 

penyalahgunaan dan 

percdaran gelap 

narkoba. 

I 

2. Pencegahan dan 

pemberantuan 

penyalahgunaan dan 

peredaran gelap 

narkoba. 

Upaya pencegahan tarhadap 

penyalahgunaandan 

pert::daran gelap nark.oba 

pc!fiu dilak.ukan s.=cam 

kompr�!hl!nsif dan 

I 

g_ Monitoring dan Evatuasi 

2. Pencegahan. dan 

pemberantasan 

penyalabgunaall dan 

peredaran gelap 

narkoba. 

i 

peredaran gdap 

narkoba di dalam 

maupun di Juar negeri 

f.5. Pelatihanlkursus di­

bidang T �knologi 

lnfonnasi 

f.6 M<:ngikuti S<:minar di 

dalam dan di lur negeri. 

2. Pencegahan dan 2. Pencegahan dan 

Pembcrancasan Pembenntuan 

penyalahgunun dan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Pcredann gelap 

nukoba. Narkoba . .  

I 
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multidimensional d ... "flgan 

mclibatkan bcrbagai pihak 

yang tcrk.ait baik 

p.:mcrintah maupun 

masyarakaL 

Mcndapatk.m data I a.Tcrsa.lianra data 

Masyacakat yang rcntan masyar.tkat yang rcntan 

terhadap bahayu terhadap bahaya nark.oba 

rwkoba. 

"' Mcrtin2katkan �mahaman 

j masyarak.at t�hadap bahaya 

I po:nyahthgunaan nark.oba 

TABFLRE:-:-2 

Ana lisa data Statistikl 

sensus penduduk 

h.Mo!ninl!klltn\"3 f'C'mahnruan � h Melnkukan pcmuluhan 

mas�arakat b:rhadap \·ang tc:rorah mengc:nai 

penyalahgunaan narkoha buhaya pc:nyalahgunaan 

a.lndcntitikasi masyarakat 

yang rentan tcrhadap 

bahaya penyalahgunaan 

dan pembcrantasan 

�o1aran gt:lap narkoba. 

b.Pt:laksanaan pt:n�uluhan 

dibidang penccgahan dan 
pemb.::rnntasan pcnyalah 

gunaan dan pt:rt:daran 

gdap narkoba.,tc:rbagi 

. I ). Po:ndudok usia ro:maja. 

�) Orang Tua 

)) 
·
Kelompok agama. 

4 ). Pendidik/ guru dan 

dosen 

5) Pelajar dan Mahasiswa 

.6) Masyarabt urn urn 

b. I .  Pmyusunan materi dan 
panduan pen�uluhan 

bidang pcnccgahan dan 

pcmbcrlllltasan penya­

lahgunaan dan pt:r� 
n111 gdap narkoba. 

b.2. Sosiali!'la�i tNh:ri dan 

panduan pcn�uluhan 

bidang po.:rwo:gahan 

Tc�anya data 

Masyarakat yang rc:ntan 

Bahaya penyalahgunaan 

dan pcmbcranta.san 

peredaran gclap 

narkoba,yang al'l.lrat dan 

ap datc 

b.Mcningkalnya masyarakat 

yang mcmpunyai k.csadaran 

dan pcmahaman tmtang 

bahaya penyalahgunaan 

narkoba. 

b. l .  Tt.'TSUsunnya matcri dan 

pOOoman pert}uluhan 

bidang pcnccgahan dan 

p.!lllbo..'Tw.\taS.Ui po::nyalah 

gunaan dan pcrcdaran 

Jditp narkoba 

I h 2 m.:�nahami malcri dan 

p.uu.h.�.an pt..'"lt�uluhan. 
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narkoba .7) Tempat bekerjalkantor 

TADELREN-2 

dan pemb.=rantasan 

penyalahgunaan dan 

peredaran gelap 

narkob& 

b.3 .  Pelatihan bagi I b.J. Tersedianya jumlah 

petugas p.:nyuluhan tenaga pcnpJiuh yang 

bidang pencegahan profesional. 

dan pemb.:rantasan 

penyalahgWiaan dan 

pcredaran gelap 

narkoba. 

b.3. 1 Penyusunan modul 

materi dan panduan 

pelatihan bidang 

pcncegahan dan pem 
berantasan penyalah 

gunaan "' p=daron 
gelap narkoba., 

b.3.2 Penyusunan 

panduan pelaksa­

naan pelatihan bidan 

pcncegahan dan 

pemberantasanpcnya 

lahgunaan dan pcre 

daran gelap narkoba. 

b.). I .  Tersusunn�� modul , 

materi dan pandu:m 

pelatihan bidang 

pencegahan dan 

pemberantasan dan 

pcredaran gelap 

nad.oba. 

b.3.2. Tersusunnya panduan 

pelatihan bidang 

pencegahan dan 

pemb.=ran� 

pt"nyahths•.w.a.;.r! ·l.:!J 

peredaran gdap 

narl.:oba 

;� 

I 



Men.ingkankan jumlah c. Meningltlllnya jumlah c.Pcngadaan p:ngembang:1n 

.sarlll11l d:ln  prusarana sarana dan prasarwtll sarnna dan prasarana 

p:nyuluhan bidang penyuluhan bidang penyuluhan bidang 

p:ncegahan pencagah pencegahan 

d . . Meningkatkan peranserta I d . .  Meningkannya peranserta I d .. Membangun uapaya 

masya:akat da!am ra.,gka 1 ma�-arakat .i&lam rangka penct:gahan yan� lxrbasis 

mewujud kart suatu 

masyarakat yang bebas dati 
penyalahgunaan narkoba 

TABELRE:o-:-l 

me,,ujud kan suatu 

masyarakat yang bebas dari 

penyalahgunaan narl:.oba 

masyarakat ,termasuk 

didalamya mc:lalui ja\ur 

pcndidikan sekolah maupun 

lu.ar sekolah ,dengan 

mengguga.h dan mcndorong 

kesdaran ,kepedulian dan 

keaktifan masayarakt 

,terhadap penyalahgunaan 

dan peredaran gelap 

narkoba. 

< Pongombang•n S'""' l 
dan Prasarana �nyulu 

h'n 

d. Pembinaan potc:nsi 

pcranstrt.a N'.a.sy��.rakat 

dalam rangka 

mC:\\tljudkan suatu 
masyaraka.t yang bebas 

dari pc:nyalahgunaan 

narkoba. 

I 

I o.M��mvojum�h 

sar.ma dan prasarana 

pen�uluhan bidang 

pencegahiii'L 

d. Meningka.tnya peransc:rta 

masyarakat dalwn rangka 

mewujudkan suatu 

masya:rakat yang bebas 

pen�11lahgtmaan Narkoba. 

d. I. Pen�usunan panduan I d. I .  Tc:rsedianya buku 

peranscrta masyarakal panduan peransert.a 

dalam rangka 

ffiC\\Ujudkan suatu 

masyarakat yang bebas 

dari p::nyalahgunaan 

ruu\:00. 
d.2. Sosia1isasj panc:luan 

J.l'-"1 ill�M-'flii 1\lli.S�ill dkdt .1· 
dalam rangka 

masya:rakal. 

d.2. Mcmahami panduan 

l'CIIIIL.'<ll.d llill."� illl.i.ilt 
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c. Monitoring_ dan E\·aluasi 

bidang p.:nce�ahan cbn 
�mbo:ranlasau p.!R�alah­

gunaan dan p.:rcdar.sn 

gelatJ narkoba. 

mcwujudakan suatu 

masyarakat yang bebas 

dari pcnyalahgunaan 

narkoba . . 

d.3 Penguatan I d.3. Tcrwujudnya lembaga

. 

kelembagaan pcnmscrta peranserta masyarakat 

masyarakat yang efesien dan efcl-uf. 

d.4.  Adl-okasi �ndampi I d.4. Meningkalnya ��rta 

ngan Masyarakal masyarakat dalam 

rangka rDe\\ujudkan 

suatu masyarakat yang 

bebas penyalahgunaan 

narlroba. 

e. Tersusunnya laporan 

Monitoring dan Evaluasi 

pelaksanaan rugas 

bidang pencegahan. 

l___ _ __L__ _ __L __ __!_I - ---- -- - - - - _ _,______J_ _ ______j 
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). Pc:ncgakan Hukum. 1 3 . Pc:negakan Hukum I 3. P
_
mqakan Hukum I 3. Penegakan Huk.um 3. Pcncgakan Hul.:um 3 Penegakan.Hul.:um 

Mi!ningkatkan pelaksanaan .Mcningkatnya pelakso.naa.n I ).Sostalisasi peraturan 

pencgakan huk.um bidan!- peoegabn hukum bidang pmmdang undangan dan 

narkoba. narkoba. kcbijakan tentang 

narkoba. 

2) Mcningkatnya 

pemahaman terhadap per· 
aturan perundang·undan· l a.. lndentifikasi masalah 

gan dan �ei>ijak&.n per.egakan ht.L:um 

tcntang penyalahgu 

naan nartoba.. 

Menu.runnya jumlah 
penyimpwlgan kesediaan 

norkoba jalur resmi dan 

mcnurunnya jwnlah 

penyalahgunan dan 

pttedaran gelap narl.:oba. 
T ersedianya data 

Pcnnr.slahan pcucgakar, 
Hul.:um yang akurat dan 

ur to date 3) .Pclolcsonaan penegakan 

hukwn harus dilakukan 

seeara tegas konsistcn 

dan sungguh sungguh 

sesuai deng1U1 ketentuan 

perudang Wlciangan dan 
petaturan peratutan yang 

b.McningkaU..an p.:m- h. Tcrbongbmya jaringan berlaku . Perlu c. . Pemberanlasan p:r· l I Mening.katnya jumlah 

�taSMI p..-rcdaran p:dap I p.-rcdarnn gelap narkoba. mengusulkan revisi UU edar.tn. gelap nad:oba narkoba �'Mg disita dari 

narl.:obl. No 22197 Tenlang pcredaran gelap. 

i Nwkotika . ii&tlt ' lo l .  i\.:u�<.-t .... .n i..u lu,  ... ,. lo. j Tc:r�au�;, pd .. 

T.-\BELREN-2 

_l_ ditt:tapkan .sanksi ganja kulti\·asi &anja 
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hukwn ntinuntum b.1gi 

para pclaku khususnya 

penacdat dan produsen. 

disamping sangksi 

rnaksimum, sena bagi 

penyala.hguna narkoba 

diberikan kewaj iban 

untuk menjalani ter.api 

dan rehabilitni. 

I '· Menin�katl:an rcn••"""h- I <.M<nin�atn,. p<ng<ndalion I '· P<n""""'" dan 
an dan pengawa..san Jalur dun pcnaawasan Jalur rcsmi pcnaendalian narkoba 

c . . Pengendalian dan 

pcngawasan jalur resmi 

resmi nar\:oba, naricob4. dan prckusor le:eal pcrlu narkoba, 

TABELR£110·2 

b.2. Pcningkatan 

pclaksanaan intelijcn 

da1am rangka L:ulti nsi 
gelap ganja .�mutusan 

jaringan pcredatan 

gelap narkoba. 

b.3. Mm'lutukan jaringan 

peredaran go::l:.tp 

IIMkoba. 

b.2. Mcningkatn�·· data 

intelijcn mengenai 

kultivasi gelap jaringan 

peredaran gclap narkoba 

b.3 Menurunnya pcreda.run 

gelap Narkoba. 

b.4. Penindakan L"Uiti\·asi b.4., .S dan 6 Mcnurunnya 

gllllja. \'Olume pelaku 

b.5 Penindakan pelanggaran dalam 
laboratoriwn Narkoba penyalahgunun Narkoba. 

gelap, 

h.6. Po!llindakan larhadap 

penyelundupan narkoba 

ili Air port dan pclabuh 

an laut 

c.Menurunya tingkat 

pcnyimpangan jalur t�:smi 

natl<ohl. 
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TA.BELREN-2 

diperketat dan 

ditingkatkan untuk 

mcncegah terjadinya 

penyalahgunaan dan 

penyelewengan ke 

pasar gdap. 

d. Peningkatan sarana 

dan prasarana kegia!an 

bidang penegakan 

hukum 

e. Pen)itaan,Penyimpanan 

dan Pemusnahan barang 

Sit.aan penyalahgunaan 

Narkoba. 

f.Monitoring dan Evaluasi. 

Bidang penegakan 

d. I .  Laboratorium penguji 

d.l. Narcotic ld.:ntifikation 

Kit ( NlK) 

d.3 Anjing Pdacak 

Narkoba. 

d.4. X Ray Machine 

l 
d. T ersedianya dan 

meningkatnya sarana dan 

prasarana kegia!an bidang 

penegakan hukum 

e. Terwujudnya sistem 

pt:n}itaan, pom};mpanan 

dan pemusnahan blrang 

sit.aan penyalahgunaan 

Narkoba. 

l f T �susunnyu laporan 

monitoring dan e\·aluasi 
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I 

hukum. pelaksanaan tugas bidang 

penegakan hukwn. 

4. T�rapi dn Rchabilit:ni I 4. T�npi dan R�habilitasi I 4.  T�rapi dan Rehabi\itasi I -t Terapi dan Rehabi\ilasi. I 4 .. Tenpl dan Rchabilitasi f 4. Tenpi dan Rehabilitasi. 

Meningkalkan pelayanan 

terapi, rehabilitasi kepada 

korban narkoba. 

l .\B£LRE'·2 

I 

Meningk.atn�"B pelayanan. I I )Meningkalkan upaya 

T erapi dan rehabilitasi terapi dan rehabilitasi 

Kepada korban penyalah- bagi korban 

Gunaan narkoba. 

I 

patyalahgunaan norkoba, 

sehingga dapat terarah, 

bertw:i! 8'ln!l da..'l b:rdaya 

guna. 

;;. Meningka.tkan 

Profesionalisme pusat 

Tttapi dan rehabilitasi 

Sebagai basis 

Pengembangan dan 

Penguasaan teknologi 

Kcdoter.uv'kesehatan 

Serta sosial khusus 
Bidang narkoba 

-, Pembcrian jaminan 

mutu pc=;layanan t�'Tapi 

±m rl!bhili!:&lli 

bcrdu>rkan pada " 

compet�ncy- bas.:d .. 

Imentarisasi masalah I a. I. Invenwisasi data 

bidang terapi dan korban penyalahgunaan 

rehabilitasi narkoba. narkoba. 

a.2. Inventarisasidata 

dan standardisa.·n Balai 

pdayanan �"'="�''N1tan. 

laboratorium dan 
rehabilitasi korban 

narkC'Itl:t 

a J Surv�y epid..."''mologtk 

Pelaksanaan pelayanan 

Teapi dan rehabilitasi 

Setiap balai /panti akan 

memenuhi standar terapi, 

laboratoriwn dan 

rehabilitasi �<>.ng di'lnju!'b.n 

WHO ,sehin11ga para 
Pengguna pelayanan puas. 

Tersedi.anya data 

permasalahn terapi dan 

rehabilitasi yang akurat 
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Sesuai perkembangan I b.Penyusunan Standardisa.'ili I b. I. Standar-disasi tempat 

teknologi, audit pelayanan lerapi dan pelayanan terapi dan 

pclayanan. Rehabilitasi. 

rehahilitasi. 

b. Tersuswmya standar 

pelayanan terapi dan 

rehabilitasi terpadu yang 

2) Meningkatkan usaha 

menghi\angkan 

pandangan, 

penyalahglllUWI •la!koba 

adalah aib keluarga. 

b.2. Standardisasi pelaksa I baku. dan memenuhi stnndar 

naan pelayan:m terapi WHO. 

3) Menin�tkan potensi 

peran.serta masaynrakat 
dalam penyelenggaraa.n c . . Sosialisasi standacdisasi 

penaggulangan pelayanan tetapi dan 

pcnyalahgunaan naokoba rchabililasi.kepada ins-

khususn)'a bidan terapi tansi terkait dan masya-

dan rehabilitasi rakat. 
:;:. Manajemcn partisipatif 

yang m-=rnungkinkan d. Uji coba standardiasasi 

dan rehabilitasi ( Medis 

maupun Sosial ) 

b.3 Pen)usunatt Bul.."U 

Supervesi 

b.4. Pen�usunan buk.-u 

Penilaian. 

Terwujudnya 

pernahaman tentang 

standardisasi pelayanan 

terapi dan rehabilitasi 

korban penyalahgunaan 

narkoba. 

d. T erwujudnya 

adom�u J.:s...'nlralisasi pelayanan terapi dan Slandardisasi pelayanan 

, W11 akunlilhilitas rehabilitasi Terapi dan rchabilitasi 

I masyarakat t�hat.lap yang teruji 

P'!layanan. .:. Mengadakan pendidikan , e T �an�-a SDM 

4) M.el:ll:ul:an pemhina:m pelatihan SDM petugas Petuj!:as tempi dan 

I fasilita.o; terapi dan dibidang k:rapi dan Rehabilitasi yang 

r.:h.ahthto1..-i \ang rchabilitasi baik diluar Prof.:sional L_ _____ __j _______ L._ _ __ ___ _ _ __ _ _L _____ ___[ ______ __L_ _____ ______I 
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diselengg&rakan oleh 

pemerintah (GO) dan 

dan dalam negeri 

Non pemerintah (NGO) J f.Pelaksanaan terapi dan 

rehabilitasi terhadap kor 

ban nari:.oba. 

;;;. Administrasi dan 

Manajemen. 

;;;. Pelayanan medis 

;;;. Gawat dalurat 

;;;. Laboratorium narkoba, 

>- Kepemwatan dan 
rehabilitasi 

>- Sosial. 

;;;. Rekam medik. / data.. 

f.MelaL"Ukan supcrvisi. 

Pelaksanaan pelayanan 

g.Melal..-ukan penilaian ! balailpanti ter.api dan 

P=taksanan balailpanti I rehabilitasi sesuai 
pelayanan terapi dan I standat yang dibal:ukan 

rchahilita"'i di �luruh 2 Dic!a� klasifikasi I I I mdoncsia I j . pcniloion beJ.Upanti 
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I 
TABELRE�-:2 

Diberikan kesempa.WI 

seluas lua."'ny:� i:.epat±l 

masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam 
penyelenggaraan terapi dan 

rehabilitasi dengan 

berpcdomon kepada 

standarrisasi pelayanan 

h . . PembangW\an sarana dan 

prasarana terapi dan 

rchabi litasi korban nar-

koba. 

i.Pembinaan peran s�ata 

masyarakat 

terapi dan rehabilitasi yang j j.Penelitian pengembangan 

ditentukan. pelayanan terapi dan 

rehabilitasi 

k . . Monitoring dan evaluasi 

bidang terapi dan 
rt"hahilita.<:i I 

h Terwujudnya pc:ninglca­

tan Pembangunan 

sarana dan prasarana 

balaislpanti pelayanan 

terapi dan rehabilitasi 

korban narkoba .. 

Peningkatan penguatan 

Peranserta ma.syarakat. 

1 Diketemukan Standardisasi pelayanan 

Tcrapi dan rehabilitasi 

baru yang lebih bail.:. 
k Tersusunnya laporan 

monitoring: dan evaluasi 

po.:bbanao!n tug�;; 
bidang T dan R 
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5. Penelltl•n dan . 

Pengemb•ng•n scrta 

lnfonnatlka. 

A. Meningk.atkan Program 

Pcnclitian dnn 

Pcngemban�an tcntang 

Pencegahan dan 

Pemberant.asan 

Penyalahgunaan dan 

Peredarm �clap narkoba. 

T.-UJELREN·2 

5. Penelitian dan 

Pengembang•n serta 

lnronnatika 

5. Pcnelitin dan I 5. Penelitian dan 

Pcngembangan serta Pcngcmb•ngan serta 

Inrormatika Inrorm•tika 

A. Mcningkatnya Program I A. Mcningk.atkan dul.."Ung- � A Program peningkatan 

Pcnelitian dan Pengem- an dana.,sarana, Pcnelitian dan 
bangan. Tentang. prasarnna dan Pcngembangan. 

Pcnccgahan dan 

Pembetantasan 

penyalahgunaan dan 

peredaran gclap narkoba. 

I 

peningkatan 1 1 ) Pcngwnpulan hasil 
profcsionatismc SDM hasil penelitian yang 
serta mana.jemcn 

bidang pcneliti dan 

pengernbangan 

telah ada tcntang 

> Narkoba 

)> Metodc pcncagahan 

> Metode pengobatan 

> Metodc rchabilitasi 

sosial 

2) Kegiatan pcnc:litian 

:> . di bidang Narkoba 

:; di bidang pencegahan 

> di bidang Pencgakan 

I ,  hW..w1• 
dibidang terapi dan 
rehabilitasi I 

Penclitian dun I 5. Pcncliti•n dan 

Pcngcmbangan serta I Pcngcmbugan serta 

Inrurmatika Inrormatika 

A. Hasil-hasil penclitian dan 
Pcngcmbangau dapat 

diimanfaatkan untuk 

mcningkatkan pelayanan 

tcrhadap masyarakat 

dalam pcnccgahan dan 

pemberantasan 

pcnyalahgunaan dan 
pacdacan gciap nad:oba 
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a. Mc:ningkatkan l..-ualitas 

pelayana.n tentang nark.oba 

dengan mempergunakan 

sistem taknologi 

infonnatika 

B. T erbenru.knya sistem 

teknologi Informa.si yang 

ai.."Unnt , lengk.ap dan 

cepat yang dapat 

memberikan dukungan 

d41am mengambil 

k.eputusan. melayani 

masyara:kat dan 

p:ningkatan ttansparasi 

B. Meningkatkan dukungan 

dana.saran3...pnS3nUU. 

dan peningkatan pro-
fesion.ali� SDM sm. 
meningakatkan mana 

jemcn dibidang 
tckn.ologi infonnatika 

I I 
•;d�, n�koN I I 

TABELREN·2 

> di bidang lnformatika 

3) Indentilik..asi dala 

Jenis·jenis �"Mg 
dipo;:rluJ.:an masing· 

masin!! btdang 

4 ) Sosialisasi hasH hasil 

Lit bang. 

5) Memanfaatkan hasil 

Litbang dalam 
Pcningkatan kualitas 
Layanan masyarakat. 

6) Peningkacan sarana 

dan prasarana 

B. Peningkat.an Kualitas 

Pclayanan Tcknologi 

lnfonnatika 
I) BNN Knowledge 

Center 
I ' ' I )  

I I ) 

a. Docwnents Org. 

b. Electronic 

DocwnenlS Org. 

c. Replication System 

Org. 

, I l d_ Indexing System 

I Ort. 
1 1  c B� Doc:wnent 

B. Terwujudnya 

pcningkatan kualitas 

pelayanan tcrhad.ap 

instansi terkait dan 

raasayarakat tenta��g 

narkoba dengan 

mempcrguna.kan sistem 
T ckn.ologi infonnatika 

yang efektif dan c(esi¢n. 
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R�ords 

Management 

System dato�base 

I) f. BNN �arching 

Engin.: 

2) BNN Support System t 2) a. Raw Data Org. 

3) BNN Exchange Hubs 

c:. Momtoring dan 

2) b. Data bas� Files Org. 

2) c. BNN database 

Clearing House 

2)  d. BNN 

Datawar�housing 

System 

3) a. 2) Stakeholders 

3) b. Internal BNN 

3) c. Government or 

Indonesia 

3) d. Societ� and NGO"s 

3 )  e. International 

Communi tit�� 
3 )  f. Oth.:rs c T �:msunnya laponm 

�-�w1ih•ri:1.g Jan �-, ..:!�u.�i 
bidatlg Litbang dan 

In formatika 
j __lj;' EYaluasi bidang 1. . 
� Litbang dan lnfor I �----------�------------_1___ �tib 

----�----�-------
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TABE L 3 

BIDANG I SEKTOR I SUB SEKTOR PRO PEN AS TAHUN 2000-2004 
YANG TERKAIT DENGAN PROGRAM I KEGIATAN BNN 

No 

1 .1 

Bidang/Scklor/Subscktor 

Pembangunan Sosial Butlaya 
Seklor Kesehatan &. Kesejahtc­
raan Sosial 

Memberantas secara sistimatis 
perdagangan dan penyalahgu­
naan narkotik dan obat - obat 
terlarang dengan membcrikan 
s:U.:si yang sebernt-bcriltn�·a 
kepada produsen, pengedar dan 
pemakai 

I. 1 . 1  I Sub Sektor Program Ling.kung· 
an Sehat, Prii:U:u sehat dan 
Pemberdayaan Masyarakat 

BID.\!'"G .SO.. 

Strategi Nasional 

Desentndisasi, pening.katan 
pcranserta masyarakat t�r 
masuk dunia usaha, pcm­
berdavaan mas\'arakat ter­
masuk. pemberdayaan pe­
rempuan dan keluarga pe­
nguatan kelembagaan ter­
masuk pcningkatan koordi­
nasi anw selior dan anlat 
lembaga. 

Tujuan Sasaran Kegiatan Pokok 

Mcmberdayakan individu McnW"WUl)1l pre\·a\ensi pc- 1 Meningkatk.an upaya anti 
keluarga dan masyarakat rokok., pcnyalahgwtaal\ nar tcmbakau dan NAPZA 
dalam bidang kcschatan kotika,psikotropika, &. zat 
untuk memelihara. mening adi1..1if ( NAPZA ), serta 
katl.:an dan melingdungi mcningkatkan lingkungan 
kcsehatan scndiri dan ling- sehat bebas rokokdan be-
Kungannya mcnuju masya- bas NAPZA di sckolah, 
nlkal yang sehat, mandiri tempat kcrja dan tempat-
dan �u.ktif. Hal ini di t.empat umum 
tempuh melalui peningkat-
an p:ngctahuan, sikap posi 
tif. prilal.:u dan pcran aktif 
individu, L;e\uarga dan ma-
syarakat sesuai dcngan so-
sial buda.ya setempat 
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1 . 1 2 

1 . 1 . 3 .  

1 . 1 .4. 

BIDANG.doc 

Sub Seklor Program Obal, 
Mak<man dan Bahan lkrbahaya 

Sub Sektor Program 
Peng.�mbangan Potensi 
Kesejahteraan Sosial 

Sub. Sektor Program 
Pembcrda�11an Keluarga 

Melindungi masyarakat 
dari bahaya penyalahguna­
an dan l.:esalahgunaan obat 
narkotika, psikolropik, zat 
adik'tLf (NAPZA) dan ba­
han berblllha�11 yang lain. 

Memzemban2kan kesadar­
an, kemamp'U.an, tangg.ung 
jawab, dan peran al.:tif 
mas,·arakat dalam mena­
nga.ii permasalahan sosial 
di lingkungannya, serta 
memperbailci lcualita.s hi­
dup dan kescjahteraan pe· 
nyendang rnasalah kese­
jahtera:m sosial 

Meningkatkannya ketahan· 
an kehwga antara lain di· 
tunjulr.:kan . oleh kemam.pu· 
an kelu.vga dalam menang 
kal pengaruh budaya asing 
yang negatif bagi anggota 
nya �rta dalam mencegah 
dan rnenaggulangi �ya· 
lahgunaan NAPZA) oleh 
anggot.anya. 

I ) T erkendalinya penya­
luran obat dan NAPZA 

2 ) T erhldamya masyarakat 
dan po:nyalahgunaan dan 
kesalahgunaan obat dan 
NAPZA. 

Pulih,terbebas dan berda­
\·anva anak nakal. dan 
korban nakotika dan kena­
kalan dan penyalahgunaan 
narkoba 

Meningkatkin pengaman­
an bahaya penyalahgWlaan 
dan kesalahgunaan obat, 
narkotika, psikotropika., zat 
adil"tif dan bahan berba­
haya 

1) Menyclcnggarnkan 
pclayanan advokasi, ko· 
munikasi informasi, edu 
kasi (K!E) dan konse­
ling. 

2) Menyelenggarakan pe!a. 
yanan pemberdayaan kelu· 
arga 
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I .  2. I Sektor Pemuda Dan Olah Raga 

811>.-\:-<G do� 

Melindungi segenap genernsi 
muda dari bahava deskruktif 
terutama bahaya j,enya.lahguna· 
an narkotika, obat· obatan tcr· 
lar.m@ dan zat adiktif lain�-a 
( Narkoba ) melalui gemkan 
pemberant.asan dan peningkatan 
kesadaran mas••arakat akan 
bahaya penya l�hgunaan nar· 
koba 

Sub. Sektor Program pe· 
ningkatan Partisipasi Pemuda. 

Memberi po!iuang yang Menurunya jumlah kasus 
lebih besa:r kepada pemuda dan penyalahgunaan nar· 
gWla memperkuat jati diri k.oba oleh pemuda serta 
dan potensinya dengan mingkatnya p:ran dan 
berpartisipasi al."'tif dalam partisipasi pemuda dalam 
pembenguan termasuk pencegahan dan penang· 
upaya. penaggulangan her· gulangan narkoba 
bagai masa1ah pemuda. 

Meningkatkan p.:mn al.."'tif 
pemuda dalam penaggula· 
nga.'l masalah po!nyalahgu. 
naan NAPZA, mir.wnan 
keras,penyebaran penyakit 
HIV/AIDS dan po!nyakit 
menular seksual dikalang· 
an pemuda. ( termasuk di 
bidang agama dan sosial 
budaya) 
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DAITAR PUSTAKA 

1 .  U U  IU NO. 5 TAHUN 1 997 TENTANG PSIKOTROPIKA 

2.  UU IU NO. 22 TAHUN 1 997 TENT ANG NARKOTIKA 

3. TAP MPR NO. XIIMPR/98 TENTAN G  PENYELENGGARAAN NEGARA YANG 

BERSlH DAN BEBAS KKN 
4. UU NO. 28 TAHUN 1 999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG 

BERSIH DAN BEBAS KKN 

5 .  UU Rl NO. 25 TAHUN 2000 TENTANG PROGRAM PE�113ANGUNAN 

NASIONAL (PRO PEN AS) T AHUN 2000 - 2004) 

6. INPRES NO. 7 TAHUN 1 999 TENTANG AKUNTAB I L ITAS KINERJA 
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7. KEPPRES NO. 1 7  TAHUN 2002 TENTANG BNN 
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